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Oleh: 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bentuk-bentuk Implementasi 
Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart Kampung di Desa Kampung 
Anyar Kecamatan Galagah Kabupaten Banyuwangi. Serta untuk mengetahui dan menganalisa 
hambatan dan dukungan implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Pelayanan 
Smart Kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Galagah Kabupaten Banyuwangi. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa bentuk-bentuk Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 tentang Integrasi Pelayanan 
Smart Kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Galagah Kabupaten Banyuwangi telah 
dilaksanakan sesuai peraturan yang ditetapkan. Pemerintah Desa Kampung Anyar dan 
masyarakat Kampung Anyar sangat antusias dalam mewujudkan implementasi program smart 
kampung. Faktor yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan kamonukasi, sumber 
daya, disposisi, dan struktur organisasi. Selain itu waktu penyelesaian, ekonomis, 
kesederhanaan, keterbukaan juga menjadi faktor pendukung keberhasilan kebijakan program 
smart kampung. Faktor penghambat implementasi kebijakan smart kampung yaitu: sarana 
prasarana yang kurang baik seperti jaringan fiber optik yang sering terjadi gangguan, tempat 
duduk atau ruang tunggu yang kurang memadai dan belum disediakan kotak saran. Adanya 
sebagian kecil masyarakat yang kurang percaya terhadap pihak pemerintah desa dan adanya 
masyarakat yang apatis terhadap urusan administrasi sehingga berdampak implementasi tidak 
merata. 

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik, Smart Kampung. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. KEBIJAKAN PUBLIK 

1. Definisi Kebijakan Publik 

Sebelum membahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, juga perlu 

mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa inggris sering 

dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan 

diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar 

rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak 

(tentang pemerintah, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis 

pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J. federick 

sebagaimana dikutip Leo Agustino17 mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian 

tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam 

suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan atau kesulitan dan kesempatan 

terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan 

tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku 

yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi 

kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang 

sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada 

suatu masalah. 

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai 

bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Di 

                                                            
17 Leo Agustino, Dasar‐Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008) 7 
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BAB I 

  PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Perkembangan kehidupan masyarakat dewasa ini cenderung semakin kompleks. 

Hal ini ditandai dengan semakin beragamnya dan meningkatnya harapan masyarakat atas 

terpenuhinya kebutuhan pokok (publik goods). Namun seringkali upaya pemenuhan 

harapan masyarakat tersebut dihadapkan pada makin terbatasnya sumber daya yang ada. 

Mengingat penyelenggaraan kebutuhan pokok masyarakat merupakan kewajiban yang 

diurus oleh pemerintah, maka ketika terjadi kesenjangan antara harapan dan kenyataan 

dalam pemenuhannya, pemerintah harus bertanggung jawab. Artinya pemerintah harus 

mengelola dan mengurus dengan baik pelayanan umum agar kesejahteraan masyarakat 

tetap terwujud.  

Perkembangan dunia yang mengglobal dan meningkatnya kualitas pendidikan 

masyarakat serta terbukanya akses informasi yang seluas-luasnya menimbulkan tuntutan 

yang meningkat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu sebagai 

pengelola pelayanan publik, pemerintah perlu menerapkan manajemen yang baik.1 

Idealnya dalam memberikan pelayanan, terutama pelayanan publik harus 

berdasarkan pada beberapa prinsip diantaranya: kesederhanaan prosuder kejelasan, 

kapasitas waktu, akurasi produk pelayanan publik, kelengkapan sarana dan prasarana, 

keamanan dan tanggung jawab, kemudahan akses, kenyamanan serta kedisiplinan, 

kesopanan dan keramahan.2

                                                            
1 Bambang Istiantio, Managemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (Jakarta: Mitra Wacana 
Media, 2011) 01 
2 Mahmudi, Manajemen Kinerja Sektor Publik (Yogyakarta: Akademi Perusahaan YKPN, 2015) 234 
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Salah satu fungsi utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi 

kewajiban aparatur pemerintah adalah penyelenggaraan pelayanan publik. Di dalam 

hukum administrasi negara indonesia berdasarkan pengertian umum yang dimuat di 

dalam lampiran keputusan Menpan No. 63/Kep/M.PAN/7/2003, Paragraf l, butir C, 

istilah pelayanan publik diartikan sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan orang, masyarakat, 

instansi pemerintah dan badan hukum maupun sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.3 

Teknologi informasi berkembang dengan pesat, baik dari media teknologi 

informasi serta pemanfaatan teknologi informasi pada berbagai sektor dan organisasi baik 

publik maupun privat. Penggunaan teknologi informasi dalam dunia usaha dapat berupa 

e-commerce, e-banking, e-ticketing, dan berbagai jenis lainnya. Penggunaan teknologi 

informasi dalam bidang pemerintahan tidak secepat di sektor usaha atau privat. 

Penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan lebih di kenal dengan e-

government. 

Salah satu pengguna teknologi informasi dalam pemerintahan dilakukan oleh 

pemerintah kabupaten Banyuwangi. Banyuwangi adalah daerah yang sangat luas di Jawa 

Timur (luas sekitar 5,7km2) dan dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa, waktu tempuh dari desa 

ke pusat kota bisa sampai dua bahkan tiga jam. Pemerintah Banyuwangi mendorong 

penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan hingga pada 

tingkatan pemerintahan desa. Pemerintah kabupaten Banyuwangi saat ini tengah 

mengembangkan Smart Kampung yaitu suatu program yang berbasis teknologi informasi 

di tingkat desa. Smart Kampung merupakan program pengembangan desa terintegrasi 

                                                            
3 Andrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika 2011) 18 
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yang memadukan antara penggunaan teknologi informasi berbasis serat optik, kegiatan 

ekonomi produktif, kegiatan ekonomi kreatif, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan 

upaya pengentasan kemiskinan, dan meningkatkan pelayanan publik. Sampai saat ini, 

dari 189 desa yang tersebar di Banyuwangi, 80 desa sudah menjalankan Smart Kampung. 

Targetnya semua desa telah menjalankan program ini hingga awal 2018.4 

Berdasarkan Perbup Banyuwangi No. 18 tahun 2016 tentang integrasi program 

berbasis Desa/Kelurahan melalui Smart Kampung, ruang lingkup program kerja 

pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tujuh kriteria berikut, yaitu (1) pelayanan 

publik. (2) pengembangan ekonomi, (3) kesehatan, (4) pendidikan, seni, dan budaya, (5) 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, (6) kemiskinan, dan (7) informasi hukum. 

Selain ruang lingkup program kerja tersebut, program Smart Kampung dapat 

diintegrasikan dengan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi sosial 

budaya setempat. Pengembangan Smart Kampung didasarkan pada program yang 

menyentuh langsung pada kepentingan publik dan berbasis pada penggunaan teknologi 

informasi. 

Program Smart Kampung telah resmi diluncurkan Pemkab Banyuwangi, Jawa 

Timur, pada 31 Mei 2016 lalu. Desa Kampunganyar, Kecamatan Glagah, menjadi desa 

percontohan. berbagai layanan cerdas (smart) telah siap melayani warga tanpa repot 

dengan ribetnya urusan birokrasi. Sejak bertransformasi menjadi Smart Kampung, desa 

di kaki Gunung Ijen ini telah mengandalkan teknologi dalam sistem layanan publiknya. 

Karena desa cerdas harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK), sekaligus menjadi pusat aktivitas warga. Desa kampung Anyar sangat antusias 

                                                            
4 https://www.banyuwangikab.go.id  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

mengwujudkan Program Smart Kampung, dengan Smart Kampung desa harus mampu 

menjadi ujung tombak layanan publik lewat TIK.5 

Berbagai layanan administrasi di Desa yang selama ini rumit, butuh waktu yang 

lama dalam pengurusannya, kini dapat terselesaikan dengan cepat karena semua surat-

surat bisa diurus di desa kecuali Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk karena masih 

butuh ke kecamatan hanya untuk merekam. Malalui Smart Kampung ini pula seorang 

kepala desa dan camat bisa mennandatangani surat atau dokumen warga secara 

elektronik. Kapanpun dan dimanapun warga tetap bisa mendapatkan persetujuan 

tandatangan dari kepala desa dan camat meski yang bersangkutan sedang tak berada di 

kantornya. Pelayanan juga dilakukan secara efektif via internet. Proses perizinan dan 

pengurusan surat-surat. Sudah tak perlu repot lagi ke kantor kecamatan atau dinas terkait, 

cukup diurus di Kantor Desa. Surat-surat yang biasanya sampai enam hari dalam 

pengurusannya, sekarang bisa pangkas hanya sehari saja. Dengan menerapkan layanan 

one stop service. Semuanya diurus lewat satu pintu, dengan ruang pelayanan nyaman dan 

seorang resepsionis khusus. 

Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi adalah salah 

satu desa yang warga dan pemerintah desanya sangat antusias dalam mewujudkan dan 

mengimplementasikan program smart kampung. Karena program ini memberi 

kepercayaan kepada pihak desa untuk menjadi ujung tombak pelayanan publik.  Adapun 

alasan memilih lokasi di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten 

Banyuwangi karena; pertama, Kampung Anyar merupakan desa yang sangat jauh dari 

perkotaan dan lokasinya dibawah kaki gunung ijen, sehingga butuh waktu lama untuk 

                                                            
5 http://www.merdeka.com  
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mengurus urusan administrasi ke pusat kota. Dari sisi tersebut, program smart kampung 

yang berbasis IT sangat efektif meningkatkan pelayanan publik. Kedua,  adanya antusias 

pemerintah desa dan warga desa Kampung Anyar menyambut dan mengimplementasikan 

program smart kampung tersebut. Hal ini dimaksudkan, adanya kesadaran dari 

pemerintah maupun warga desa untuk mengembangkan desa dalam pelayanan publik. 

Ketiga, Desa Kampung Anyar adalah salah satu desa yang mendapatkan penghargaan 

terbaik dalam mengimplementasi program smart kampung dalam pelayanan publiknya. 

Berdasarkan latar belakang yang terkait dengan kebijakan pemerintah kota tentang 

integrasi smart kampung dalam peningkatan pelayanan publik di Desa Kampung Anyar 

Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, peneliti mengangkat penelitian dengan 

judul: Implementasi Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Smart 

Kampung (Studi Kasus Di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten 

Banyuwangi).  

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana implementasi perbup no. 18 tahun 2016 tentang integrasi program smart 

kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendorong dalam rangka implementasi 

program smart kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten 

banyuwangi? 

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui implementasi perbup no. 18 tahun 2016 tentang integrasi program 

smart kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 
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2. Untuk menganalisa Faktor-fator apa saja yang menghambat dan mendukung terhadap 

rangka implementasi program smart kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan 

Glagah Kabupaten banyuwangi. 

D. KEGUNAAN PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritik atau Akademis  

Penelitian  ini  bermanfaat  untuk  mengetahui  dan  memahami  teori,  konsep, 

maupun  mengetahui  bagaimana implementasi program smart kampung di Desa 

Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten banyuwangi 

2. Kegunaan Praktis 

Memberikan informasi kepada publik terkait implementasi program smart 

kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten banyuwangi 

E. DEFINISI KONSEPTUAL 

Judul skripsi yang dibahas adalah Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 

Tentang Integrasi Program Smart Kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah 

Kabupaten Banyuwangi. Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami judul, maka 

peneliti akan membatasi masalah dalam penelitian ini. Smart kampung mempunyai 

beberapa kriteria diantaranya: peningkatang pelayanan publik, peningkatan kesehatan 

dan pendidikan, dan penanggulangan kemiskinan. Fokus penelitian yang akan diteliti 

dalam penelitian ini adalah masalah proses implementasi program smart kampung dalam   

pelayanan publik yang dilakukan Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten 

Banyuwangi pada warga desa. Pemilihan judul ini dilakukan atas dasar fenomena yang 

banyak terjadi pada pelayanan umum baik itu instansi milik negara maupun instansi milik 

swasta. 
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1. Implementasi 

Pengertian implementasi menurut Grindle6 dalam Haedar, Akib; Antonius 

Tarigan , menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif 

yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van meter dan Van Horn7 

menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang 

dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses 

implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program 

kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai 

sasaran. 

Menurut Lane, masih dalam Header, Akib; Antonius Tarigan implementasi 

sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama implementation = F 

(intention, output, outcome). Sesuai definisi tersebut produk dan hasil dari akibat. 

Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (policy, 

formator, implementor, initiator, time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah 

kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh 

implementor dalam kurun waktu tertentu.8 Implementasi kebijakan menghubungkan 

antara tujuan kebijkan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini 

sesuai dengan pandangan Van meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah 

membangun jarigan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 

                                                            
6 Grindle, M. (ed), Politic and Policy Implementation in the World, (Pricenton University Press, 1980) 7 
7 Wibawa, Samodra. Kebijakan Publik, (Jakarta: Intermedia, 1994) 15 

8 Sabatier, P. Top‐Down And Bottom‐Up Approaches To Implementation Research. Journal Of Public Policy 

(paper journal), v.6 (1),1986, 21‐48. 
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melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 

berkepentingan (policy stakeholder). 

Menurut Wahyu, Nurharjadmo, studi implementasi merupakan studi untuk 

mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk 

memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah 

proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, 

selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses 

implementasi. Sedangkan kejelasan makna implementasi kebijakan menurut Rian 

Nugroho9 pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan 

publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivant atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut.10 

2. Kebijakan Publik. 

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam 

kepustakaan Internasional disebut sebagai policy, yaitu suatu aturan yang mengatur 

kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap 

pelanggaran akan diberi sanksi I sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan 

dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas 

menjatuhkan sanksi.11 

                                                            
9 Riant Nugroho, Public policy, (Jkarta: Elex Media compotindo, 2012)  

10 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 46‐52 
11 Riant Nugroho, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi..(Jakarta: PT Gramedia 2004) 1‐7 
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Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana dipahami sebagai kebijakan 

publik, jadi kebijakan publik ini dapat diartikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya 

sekedar hukum namun harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu 

yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi 

isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta 

disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut 

ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-undang, apakah 

menjadi peraturan pemerintah atau peraturan presiden termasuk peraturan daerah 

maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.  

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik 

adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerntah, kebijakan 

harus dipertimbangkan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat 

yang besar bagi warganya walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada 

yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan 

suatu kebijakan12 untuk memahami  kedudukan dan peran yang strategis dari 

pemerintah sebagai publik actor, terkait dengan kebijakan publik maka diperlukan 

suatu kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan rakyat. Menurut Aminullah:  

“Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem 
pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis 
yaitu berjangka panjang dan menyeluruh.” 

 
Demikian pula berkaitan dengan kata kebijakan ada yang mengatakan Ndaraha; 

bahwa kata kebijakan berasal dari terjemahan kata policy, yang mempunyai arti 

sebagai pilihan terbaik dalam batas kompetensi actor dan lembaga yang bersangkutan 

dan secara formal mengikat. Meski demikian kata kebijakan yang berasal dari policy 

                                                            
12 Thomas Dye, R. Understanding Publik Policy (Pretince Hall, New Jersey, 1992) 2‐4 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 

 

dianggap merupakan konsep yang relatif.13 Dengan demikian yang dimaksud 

kebijakan dan kebijaksanaan yang lahir dari kearifan aktor atau lembaga yang 

bersangkutan. Selanjutnya kebijakan setelah melalui analisis yang mendalam 

dirumuskan dengan tepat menjadi suatu produk kebijkan. Dalam kelompok, model 

rasional, model inkremental, model teori permainan, dan model pilihan publik, dan 

model sistem. 

Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik 

digambarkan oleh Bill Jenkis di dalam bukunya The Policy Process sebagai kebijakan 

publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh 

aktor politik guna menetukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan 

situasi tertentu14 

3. Pelayanan Publik 

Pengertian pelayanan publik menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Menurut Heryanto Monoarfa pelayanan publik 

adalah pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapapun menerimanya. 

Dari pendapat dan pengertian pelayanan publik di atas dapat dipahami bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani kebutuhan, kepentingan 

orang/masyarakat atau organisasi lain baik di pusat atau di daerah yang ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sesuai dengan aturan pokok 

                                                            
13 Michael Hill, The Policy Process, (London: Harvester Wheatsheat 1993) 8 
14 Tufiqurrahman, Kebijakan Publik, (jakarta: FISIP Uiversitas Moestopo Beragama Pers, 2014) 23‐24 
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dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab 

dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat.15 

4. Smart Kampung 

Program Smart Kampung adalah program pengembangan desa terintegrasi yang 

memadukan antara penggunaan TIK berbasis serat optik, kegiatan ekonomi produktif, 

peningkatan pendidikan-kesehatan, upaya pengentasan kemiskinan, dan upaya 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Program Smart Kampung diluncurkan oleh 

Menkominfo Rudiantara pada selasa 31 mei 2016. Sampai saat ini, dari 189 desa yang 

tersebar di Banyuwangi, 80 desa sudah menjalankan Smart Kampung. Targetnya 

semua desa telah menjalankan program ini hingga awal 2018. Terdapat tujuh kriteria 

Smart Kampung, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan 

kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni-budaya, peningkatan kapasitas SDM, 

integrasi pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria 

tersebut diturunkan ke program yang menyentuh kepentingan publik TIK dijadikan 

pendorong untuk menjalankan program sesuai tujuh kriteria tersebut. 

Program Smart Kampung digagas salah satunya untuk mendekatkan pelayanan 

publik hingga ke level desa. Infrastruktur teknologi ini jangan hanya di kota besar saja 

karena justru wilayah Indonesia didominasi oleh desa-desa yang lokasinya terpencil. 

Smart Kampung Banyuwangi telah menjangkau hingga desa-desa yang jaraknya 

puluhan kilometer seperti Desa Kampung Anyar, Kecamatan Glagah, Kabupaten 

                                                            
15 Yusnani Hasjimzum, Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Edisi Jurnal Dinamika 
Hukum (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman 2014) 448 
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Banyuwangi. Untuk menunjang kelancaran Smart Kampung, setiap desa dilengkapi 

satu operator yang telah dilatih secara intensif oleh Pemerintah Daerah. Mereka diberi 

pelatihan seputar pengetahuan internet, pengoprasian.16 

F. PENELITIAN TERDAHULU 

a. Nama : Erma Anna Mazidah (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel) 

Judul : Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Usaha Pasar Tradisional 

dan modern (Studi Implementasi Perda No. 6 Tahun 2012 Tentang Penataan Pasar 

Tradisional Pusat Perbelajaan dan Modern di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten 

Lamongan Jawa Timur) 

Hasil : Dalam pengimplementasian kebijakan kota Lamongan secara teknis SKPD 

yang terkait tida berjalan dengan khususnya dikecamatan karanggeneng yang jarak 

antara pasar modern dan tradisional di lokasi tersebut sangat berdekatan. Dalam 

permasalahan yang sekarang membeludak seperti permasalahn yang dialami di 

Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Disini pemerintahan kota 

Lamongan mengeluarkan Peraturan Daerah yang berisi Perda  No. 6 Tahun 2012 

tentang Penataan Pasar Tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten 

Lamongan. Aturan dalam perda yang dinilai masih perlu diterapkan oleh pemerintah 

ialah mengenai pemberdayaan dan penataan pasar lokal. Untuk pemberdayaan dan 

penataan pemerintah seakan lepas tangan dalam pengelolaan pasar lokal dengan 

memberikan hak sepenuhnya kepada PD. Pasar Lamongan dan developer yang 

bernuansa korporasi. Sehingga pedagang yang mempunyai modal kecil dan mikro 

tidak bisa mengakses lapak yang sangat mahal. Untuk perlindungan, pemerintah 

                                                            
16 https://www.scribd.com/document/144326891/SKRIPSI‐pelayanan‐pdf  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13 

 

seakan memberikan kelonggaran kepada pengusaha pasar modern dalam penerbitan 

izin.  

b. Nama : Tree Setiawan P., Panca Oktawirani, Indra Perdana W. (Fakultas Ilmu Sosial 

dan Ilmu Politik Universitas Jember) 

Judul : Kajian Model Akselerasi Pelayanan Desa Terintegrasi Melalui Program Smart 

Kampung Di Kabupaten Banyuwangi 

Hasil : Program Smart Kampung mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa 

kepada masyarakat. Melalui smart kampung dan berbagai fitur yang terdapat di 

program smart kampung mampu meningkatkan pelayanan pemerintah desa menjadi 

lebih baik. Proses pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan murah. Pelayanan 

dilakukan dengan konsep satu atap yaitu pelayanan dipusatkan pada pemerintah di 

desa, bukan lagi di kabupaten atau kecamatan sehingga lebih mendekat pelayanan 

kepada masyarakat. Dukungan pemerintah daerah kabupaten Banyuwangi terkait 

anggaran yang cukup dari pemerintah daerah terkait dengan peningkatan ADD, hal ini 

terkait dengan pelaksanaan program Smart Kampung menggunakan anggaran ADD. 

Strategi pelayanan yang dikembangkan oleh pemerintah desa sebagai bentuk 

komitmen penyelenggaraan pelayanan yang bebas suap atau pungutan liar, dengan 

mengurangi potensi pungli. 

c. Nama : Wiwin Kartika (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri 

Sunan Ampel Surabaya ) 

Judul : Implementasi Kebijakan Pengupahan Buruh Di Kabupaten Sidorjo 

Hasil : Implementasi kebijakan pengupahan buruh di Kabupaen Sidoarjo dapat 

dikatakan belum maksimal. Hal ini di karenakan belum semua perusahaan menggaki 

buruh sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2012 yang mengatur 
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tentang upah minimum Kabupaten Sidoarjo. Faktor yang mempengaruhi dalam 

implementas kebijakan pengupahan buruh di Kabupaten Sidoarjo adalah lemahnya 

kontrol dari pemerintah dalam hal ini pegawai pengawas ketenagakerjaan yang 

mempunyai wewenang untuk melakukan pengawasan ketenagakerjaan, kinerja 

pengawas belum maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan 

undang-undang, adanya permainan politik antara pegawai pengawas dan perusahaan 

juga merupakan faktor pemicu pelanggaran yang dilakukan oleh persahaan dalam 

menggaji buruh, selain itu juga lemahnya hukum terhadap perusahaan yang melanggar 

peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2012 sehingga banyak perusahaan yang tidak 

takut untuk melakukan pelanggaran. 

d. Nama : Rosyidah Maghfiroh (Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Islam 

Negeri Sunan Ampel Surabaya) 2015 

Judul : Peningkatan Kualitias Pelayanan Kesehatan Mayarakat Di Rumah Sakit Islam 

Jemursari Surabaya 

Hasil : Adapun peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Rumah Sakit 

Islam Jemursari Surabaya mempunyai kualitas yang sangat bagus dari tahun ke tahun, 

dimana RSI Jemursari Surabaya mempunyai kualitas yang sangat bagus dan tinggi 

karena di dukung oleh kualitas dokter-dokter yang sangat profesional. Tetapi 

masyarakat sebagian besar kurang mengetahui tentang pengertian dan fungsi dari 

BPJS, seperti proses melakukan pendaftaran, da keterbatasan obat, serta perbedaan 

kapasitas ruangan dari masing-masing kelas. Selain itu faktor yang mendukung adalah 

dilihat dari beberapa fasilitas sarana dan prasarana sudah cukup lengkap. Adapun 

pendukung lainnya bahwa rumah RSI dalam segi pelayanannya sangat ramah tawah 
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tutur sapa, salam, senyum selalu dipriotaskan dimana RSI lebih mengutamakan 

pelayanan dan kesehatan pasien dari pada rumah sakit sendiri.   

e. Nama : Dendi Eta Mirlana, SE, MAP. (Jurnal Inovasi, Balai Diklat Keagamaan 

Surabaya, Edisi Januari-Maret 2008) 

Judul : Manajemen Pelayanan Publik yang Berkualitas 

Hasil : Pelayanan publik sejak dulu mempunyai konotasi yang buruk, masalahnya 

adalah karena pelayanan publik selalu dihadapkan dengan kebutuhan masyrakat yang 

dinamis atau selalu berubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Semakin 

kompleksitas kehidupan dan kebutuhan masyarakat maka semakin besar pula peran 

Negara dalam menangani perkembangan tersebut. Monopoli dalam hal ini 

menempatkan Negara sebagai pengelolah tunggal atas urusan-urusan publik. Dalam 

upaya meningkatkan mutu pelayanan publik, pemerintah harus memperhatikan 

beberapa dimensi dalam pelayanan yaitu: ketepatan waktu, akurasi pelayanan, 

kesopanan dan keramahan, tanggung jawab, kelengkapan, kemudahan dalam 

pelayanan, variasi model pelayanan, pelayanan pribadi, kenyamanan dalam 

memperoleh pelayanan, atribut pendukung lainnya.  
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G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

1. Bab I  : Pendahuluan (Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan 

Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Konseptual, Penelitian Terdahulu ) 

2. Bab II : Landasan Teori (Implementasi, Kebijakan Publik, Pelayanan Publik) 

3. Bab III : Metodologi Penelitian (Pendekatan dan Jenis Penelitian, Fokus 

Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan data, Teknis 

Analisis Data, Keabsahan Data)  

4. Bab IV : Pembahasan (Menjawab Rumusan Masalah dan Analisa) 

5. Bab V : Penutup (Kesimpulan dan Saran) 

6. Daftar Pustaka 

7. Lampiran 
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samping itu dilihat dari hirarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional 

maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, 

peraturan menteri, peratutan pemerintah daerah/provinsi. Keputusan gubernur, 

peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Serara terminologi 

pengertian kebijakan publik itu ternyata banyak sekali tergantung dari sudut mana 

mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai pengalokasian 

nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan kaplan juga 

mengartikan kebijakan publik sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai dalam 

praktek yang terarah. Winarno18 mendifinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis 

yang mengandung kondisi awal dan akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu 

harus dibedakan dengan bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal 

ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah. Proses implementasi 

kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan kebijakan publik telah diterapkan, 

program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan 

kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang 

luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, 

dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan. 

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino19 mendefinisikan kebijakan 

publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. Banyak pihak 

beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa 

                                                            
18 Winarno, Budi, Teori dan Proses kebijakan Publik. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) 17 
19 Leo Agustino, Dasar‐Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008) 6 
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yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut 

Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 

a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal yang dikerjakan untuk tujuan nasional 

b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas 

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh 

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan20 menyebutkan bahwa kebijakan publik 

ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, 

baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. James E Anderson sebagamana dikutip Islamy21 

mengungkapkan bahwa: 

“Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang 
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna 
memecahkan suatu masalah tertentu.” 

Dari definisi ahli diatas maka dapat disimpulakan bahwa kebijakan publik adalah 

serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambi seorang atau sekelompok orang 

untuk mewujudkan tujuan tertentu di dalam masyarakat.22 

2. Kategori Kebijakan Publik 

Banyak sekali pengkategorian kebijakan publik berikut ini kategori kebijakan 

publik menurut beberapa ahli: James E. Anderson sebagaimana dikutip Suharno. 

Menyampaikan kategori kebijakan sebagai berikut: 

 

                                                            
20 Tangkilisan, Hesel Nogi, Kebijakan Publik Yang Membumi. (Yogyakarta: Lukman 
Offset YPAPI, 2003) 2 
21 Islamy, Prinsip‐Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 17 
22 Tufiqurrahman, Kebijakan Publik, (jakarta: FISIP Uiversitas Moestopo Beragama Pers, 2014) 19‐20 
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a. Kebijakan substansi dan kebijakn prosedural  

Kebijakan subtansi yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan 

dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana 

kebijakan subtantif tersebut dapat dijalankan. 

b. Kebijakan distributif dan kebijakn regulatori versus kebijakan redistributif. 

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan 

pada masyrakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang 

berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok 

masyarakat. Sedangkan kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang 

mengatur alokasi kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak diantara berbagai 

kelompok dalam masyarakat. 

c. Kebijakan materal dan kebijakan simbolik 

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan 

sumberdaya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis 

adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran  

d. Kebijakan yang berhubungan dengan barang umum (public goods) dan barang 

privat (privat good). Kebijakan public goods adalah kebijakan yang mengatur 

pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan kebijakan privat goods adalah 

kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas. 

Suharno mengisyaratkan bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat 

kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika kita dapat 

memerinci kebijakan tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu: 
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a. Tuntutan Kebijakan (Policy Demands) 

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah 

yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan  pemerintah 

sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya 

untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat 

bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga 

usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang 

terjadi di dalam masyarakat. 

b. Keputusan Kebijakan (Policy Decisions) 

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang 

dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. 

Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan 

statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat 

penafsiran terhadap undang-undang. 

c. Pernyataan Kebijakan (Policy Statements) 

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. 

Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, Keputusan 

Peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, 

tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut. 

d. Keluaran Kebijakan (Policy Outputs) 

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan 

dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna 

merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan 
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kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini manyangkut apa yang ingin 

dikerjakan oleh pemerintah. 

e. Hasil Akhir Kebijakan (Policy Outcomes) 

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi 

dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang 

atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.23 

3. Tahap-tahap Kebijakan Publik 

Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn24, adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan Agenda 

Agenda setting adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam 

realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah ada ruang untuk memaknai masalah 

publik dan prioritas dalam agenda publik yang dipertarungkan. Jika sebuah isu 

berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik dan mendapatkan prioritas 

dalam agenda publik, isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumberdaya publik 

yang lebih daripada isu lain. Dalam agenda setting juga sangat penting untuk 

menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam agenda pemerintah. 

Penyusunan agenda kebijakan seyogyanya dilakukan bedasarkan tingkat urgensi 

dan esensi kebijakan, juga keterlibat stakeholder. 

b. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan, kemudian dibahas oleh 

para pembuat kebijakan. Masalah tersebut didefinisikan untuk dicari pemecahan 

                                                            
23 Tufiqurrahman, Kebijakan Publik, (jakarta: FISIP Uiversitas Moestopo Beragama Pers, 2014) 20‐22 
24 William Dun, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2000) 19 
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maslah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. 

Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda 

kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan, tiap-tiap alternatif bersaing untuk 

dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.   

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan 

Legitimasi bertujuan memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. 

Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, 

warga negara harus percaya bahwa tindakan pemerintah adalah sah. Dukungan 

untuk rezim cenderung bedifusi cadangan dari membantu anggota menoleransi 

pemerintahan disonansi. Legitimasi dapat dikelola melalui manipulasi simbol 

tertentu. Dengan proses ini orang belajar untuk mendukung pemerintah. 

d. Penilaian/Evaluasi Kebijakan 

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang 

menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, 

implementasi, dan dampak. Dalam hal ini evaluasi dipandang sebagai suatu 

kegiatan fungsional. Artinya evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap 

akhir, tetapi juga dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, 

evaluasi kebijakan dapat meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, 

implementasi, dan tahap dampak kebijakan.25 

4. Analisis Kebijakan Publik 

Analisis kebijakan publik telah berkembang jauh sebelum minat pada studi 

implementasi muncul, bahkan analisis studi evaluasi lahir terlebh dahulu, analisis 

kebijakan publik adalah kajian multi disiplin terhadap kebijakan publik yang bertujuan 

                                                            
25 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 120‐121 
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mengintegrasikan dan mengonteksualisasikan model dan riset dari disiplin tersebut 

yang mengandung orientasi problem dan kebijakan26. Menurut Wildavsky (1979), 

analisis kebijakan publik adalah subbidang terapan yang isinya tidak dapat ditentukan 

berdasarkan disiplin yang tebatas, tetapi dengan segala sesuatu yang sesuai dengan 

situasi dari masa dan hakikat persoalannya. 

Analisis kebijakan publik menurut Harold Laswell27 adalah analisis yang 

multimethod, multidisciplinary, berfokus pada masalah, berkaitan dengan pemetaan 

kontekstualitas masalah kebijakan, opsi kebijakan, dan hasil kebijkan. Selain itu, 

bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan dalam suatu disiplin yang menyeluruh 

untuk menganalisis pilihan publik dan pengambilan keputusan.28 

Analisis kebijakan publik walaupun merupakan bagian dari studi ilmu 

Administrasi Negara, tetapi bersifat multi disipliner, karena banyak meminjam teori 

metode dan teknik ilmu sosial dan politik. Studi kebijakan publik mulai berkembang 

pada awal tahun 1970an terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang 

Policy Sciences. Fokus utama studi ini adalah pada penyusunan agenda kebijakan, 

formulasikan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan dievaluasi 

kebijakan.  

Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual yang 

dilakukan di dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis tersebut 

nampak dlam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda dll. 

                                                            
26 Parsons, Publik Policy, (Jakarta: Prenada Media, 2005) 12 
27 Ibid, 14 
28 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014)   
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Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, 

monitoring, dan evaluasi kebijakan.29 

Tabel 1 

Tahap Analisis Kebijakan Publik 

Tahap  Karakteristik 
Perumusan Masalah Memberikan informasi mengenai 

kondisi yang menimbulkan masalah 
Forecasting (peramalan) Memberikan informasi mengenai 

konsekuensi dimasa mendatang dari 
penerapan alternatif kebijakan, termasuk 
apabila tidak membuat kebijakan 

Rekomendasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai mafaat 
bersih dari setiap alternatif, dan 
merekomendasikan alternatif kebijakan 
yang memberikan manfaat bersih paling 
tinggi 

Monitoring Kebijakan Memberi informasi mengenai 
konsekuensi sekarang dan masa lalu dari 
diterapk annya alternatif kebijakan 
termasuk kendalanya 

Evaluasi Kebijakan Memberikan informasi mengenai kinerja
 

Model Analisis Kebijakan publik  

a. Model prospektif adalah bentuk analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya 

pafa konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat 

disebut sebagai model prediktif karena seringkali melibatkan teknik peramalan 

untuk memprediksi kemungkinan yang akan timbul dari suatu kebijakan yang akan 

diusulkan. Model ini juga dapat disebut analisis kebijakan sebagai proses pra 

kebijakan. 

                                                            
29 Charles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996) 41‐43 
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b. Model retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat 

kebijakan setelah suatu kebijakan diimplementasikan. Model ini biasanya disebut 

sebagai model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap 

dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan. Model ini juga dapat 

disebut analisis sebagai praktik. 

c. Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model diatas. Model ini 

kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis 

dilakukan terhadap konsekuensi-konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik 

sebelum maupun sesudah suatu kebijakan ini biasanya melibatkan teknik-teknik 

peramalan dan evaluasi secara integrasi. 30 

B. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK 

1. Pengertian Implementasi 

 Jeffry L. Pressman dan Aaron B. Wildavsky31 mendefinisikan implementasi 

adalah sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang 

mampu untuk meraihnya. Implementasi adalah kemampuan untuk membentuk 

hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan 

dengan tujuan. 

 Implementasi menurut teori Jones adalah proses mewujudkan program hingga 

memperlihatlkan hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter adalah 

tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang 

dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar 

                                                            
30 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 159‐160 
31 Pressman, Jeffry L. & Aaron Wildavsky, Implementation, (California: University of California Press, 1984)  
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sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan 

intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri. 

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau 

transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui 

strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh 

karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang 

mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam 

masyarakat. 

Pengertian implementasi menurut Grindle dalam Haedar, Akib; Antonius 
Tarigan , menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif 
yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van meter dan Van Horn 
menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh 
pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang 
dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses 
implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program 
kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai 
sasaran. 

Menurut Lane, masih dalam Header, Akib; Antonius Tarigan implementasi 
sebagai konsep dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama implementation = F 
(intention, output, outcome). Sesuai definisi tersebut produk dan hasil dari akibat. 
Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari implementation = F (policy, 
formator, implementor, initiator, time). Penekanan utama kedua fungsi ini adalah 
kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh 
implementor dalam kurun waktu tertentu. Implementasi kebijakan menghubungkan 
antara tujuan kebijkan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini 
sesuai dengan pandangan Van meter dan Van Horn bahwa tugas implementasi adalah 
membangun jarigan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan 
melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang 
berkepentingan (policy stakeholder).32 

 
Menurut Wahyu, Nurharjadmo, studi implementasi merupakan studi untuk 

mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk 

memberi umpan balik pada pelaksanaan kebijakan dan juga untuk mengetahui apakah 

proses pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, 

                                                            
32 Grindle, M. (ed), Politic and Policy Implementation in the World, (Pricenton University Press, 1980) 
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selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses 

implementasi. Sedangkan kejelasan makna implementasi kebijakan menurut Rian 

Nugroho (2012) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya. Tidak lebih tidak kurang. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan 

publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam 

bentuk program atau melalui formulasi kebijakan derivant atau turunan dari kebijakan 

publik tersebut. 

Menurut Zainal Abidin Proses implementasi berkaitan dengan dua faktor utama; 

faktor utama internal dan faktor utama eksternal. Faktor utama internal: kebijakan 

yang akan diimplementasikan. Faktor utama eksternal: kondisi lingkungan dan pihak-

pihak terkait. Kondisi kebijakan adalah faktor yang paling dominan dalam proses 

implementasi karena yang diimplementasikan justru kebijakan itu sendiri. Pada tingkat 

pertama, berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh: kualitas dan 

ketepatan strategi implementasi.33 

2. Implementasi Kebijakan 

 Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. 

Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah. Tetapi kemudian 

ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena 

tidak dilaksanakan. Bahkan menurut Huntington perbedaan yang paling penting antara 

suatu negara dengan negara yang lain tidak terletak pada bentuk atu ideologinya, tetapi 

pada tingkat kemampuan negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat 

kemampuan itu dapat dilihat pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap 

                                                            
33 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 45‐52 
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keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden 

negara itu. 

Menurut Gordon dalam Pasolong34 implementasi berkenaan dengan berbagai 

kegiatan yang diarahkan pada realisasi program. Dalam hal ini administrator mengatur 

cara untuk mengorganisir, menginterpretasikan dan menetapkan kebijakan yang telah 

diseleksi. Mengorganisir berarti mengatur sumber daya, unit-unit dan metode-metode 

untuk melaksanakan program. Melakukan interpretasi berkenaan dengan 

mendefinisikan istilah-istilah program ke dalam rencana-rencana dan petunjuk-

petunjuk yang dapat diterima dan feasible. Menerapkan berarti menggunakan 

instrumen-instrumen mengerjakan atau memberikan pelayanan rutin, melakukan 

pembayaran-pembayaran. Atau dengan kata lain implementasi merupakan tahap 

realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah 

persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai 

kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang 

yang ada dan kemampuan organisasi yang diserahi tugas melaksanakan program. 

Menurut Zainal Abidin terdapat pendekatan dalam implementasi kebijakan 

publik, antara lain: 

a. Pendekatan struktural  

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang 

sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan 

yang muncul dari kebijakan. 

 

 

                                                            
34 Pasolog Harbani, Teori Administrasi Publik, (Bandung: Alfabeta, 2010) 58 
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b. Pendekatan prosedural/manajerial 

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkakh-langkah yang 

ditempuh dalam pelaksanaan  (planning, programming, budgeting, supervision, 

atau programming, evaluation, review technique. Yang paling penting dalam proses 

implementasi adalah prioritas dan tata urutan. 

c. Pendekatan kewajiban/behavior 

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat 

terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya 

ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam 

penyampaian dan cara mengimplementasikannya. 

d. Pendekatan politik 

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari 

kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.35 

3. Model Implementasi Kebijakan Publik 

a. Model Merilee S. Grindle (1980) 

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Nugroho 

dipengaruhi oleh isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan kebijakan 

(content of implementation). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan 

ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakakun. Keberhasilannya  

ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. 

Isi Kebiijakan tersebut mencakup hal-hal beikut: 

1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; 

2) Jenis manfaat yang dihasilkan; 

                                                            
35 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 24‐26 
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3) Derajat perubahan yang diinginkan; 

4) Kedudukan pembuat kebijakan; 

5) Siapa pelaksana program; 

6) Sumber daya yang dikerahkan. 

Sedangkan Lingkungan Kebijakan (context of implementation) mencakup: 

1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat; 

2) Karakteristik lembaga dan penguasa 

3) Kepatuhan dan daya tanggap.36 

b. Model George C. Edward III (1980) 

Selanjutnya George C. Edward III dalam Subarsono (2005) mengemukakan 

beberapa 4 (empat) variabel yang mmempengaruhi implementasi kebijakan yakni 

komuunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel 

tersebut saling berhubungan satu sama lain. 

a. Komunikasi 

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor 

mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran 

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran 

suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh 

kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensidari kelompok 

sasaran. 

 

                                                            
36 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2016) 66 
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b. Sumberdaya 

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, 

tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, 

implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud 

sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya 

finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk imlementasi kebijakan agar 

efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen 

saja. 

c. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, 

seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki 

disposisi yang baik, maka maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik 

seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. 

d. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan 

memilki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu 

dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur 

operasi yang standar  (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi 

pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang 

terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan 

red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya 

menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.37 

                                                            
37 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2016) 68 
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c. Model Mazmanian dan Sabatier (1983) 

Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2005) menjelaskan 

bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, 

yakni: 

1) Karakteristik dari masalah (tractability of the problems), indikatornya: 

a) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan 

b) Tingkat kemajenukan dari kelompok sasaran 

c) Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi  

d) Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan. 

2) Karakteristik kebijakan / undang-undang (ability of statute to structure 

implemtation), indikatornya: 

a) Kejelasan isi kebijakan 

b) Seberapa jauh kebijakan tersebut memiliki dukungan teoritis 

c) Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut 

d) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagi institusi 

pelaksana 

e) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana 

f) Tingkat komitmen aparat terhadapb tujuan kebijakan 

g) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam 

implementasi kebijakan. 

3) Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation), 

indikatornya: 

1) Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi 
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2) Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan 

3) Sikap dari kelompok pemilih (constituency groupsi) 

4) Tingkat kometmen dan keterampilan dari aparat dan implementor. 

d. Model Donald S. Meter dan Carl E. Van Horn 

Van Meter dan Van Horn dalam Subarsono (2005) menjelaskan bahwa ada 6 

variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:38 

1) Standar dan sasaran kebijakan 

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak 

menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan terjadinya konflik di atara 

para agen implementasi. 

2) Sumber daya 

Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya 

manusia maupun sumber daya non manusia. 

3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas 

Dalam berbagi kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu 

didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan 

yang diinginkan. 

4) Karakteristik agen pelaksana 

Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan 

bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para 

partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini 

publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi 

kebijakan. 

                                                            
38 Ibid, Hal, 70 
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5) Kondisi sosial 

Kondisi sosial, ekonomi dan politik mencakup sumber daya ekonomi 

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. 

6) Disposisi implementor 

Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu: 

a) Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi 

kemauannya untuk melaksanakan kebijakan 

b) Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan 

c) Intensitas disposisi implentor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh 

implementor. 

e. Model Hogwood dan Gunn (1978) 

Model Hogwood dan Gunn menyatakan bahwa untuk melakukan 

implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat yaitu:39 

Berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh 

lembaga/badan pelaksan tidak akan menimbulkan masalah besar. 

1) Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk 

sumberdaya waktu. Gagasan ini sangat bijaksana karena berkenaan dengan 

fisibilitas implementasi kebijakan. 

2) Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan 

publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas oleh 

karena itu implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber 

yang diperlukan baik dalam konteks sumberdaya maupun sumber-aktor. Salah 

                                                            
39 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2016) 71 
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satu contoh adalah kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak akan berjalan 

efektif jika kerjasama antar departemen dan antar daerah tidak terbangun secara 

efektif. 

3) Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan klausal 

yang andal. Jadi prinsipnya adalah apakah kebijakan tersebut memang dapat 

menyelesaikan masalah yang hendak ditanggulangi. Dalam metodologi dapat 

disederhanakan menjadi apakah jika X dilakukan akan menjadi Y. 

Sebenarnya model Hogwood dan Gunn mendasarkan pada konsep 

manajemen strategis yang mengarah pada praktik manajemen yang sistematis dan 

tidak meninggalkan kaidah-kaidah pokok. Kelemahannya konsep ini tidak secara 

tegas menunjukkan mana yang bersifat politis, strategis, teknis dan operasional. 

f. Model Goggin, Bowman, dan lester 

Malcoln Goggin, Ann bowman, dan Jamse Lester mengembangkan apa yang 

disebutkan sebagai “communication model” untuk implementasi kebijakan, yang 

disebutnya sebagai “Generasi Ketiga Model Implementasi Kebijakan” (1990). 

Goggin, dkk. Bertujuan mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan 

yang “lebih ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” 

dengan adanya variabel independen, intervening, dan dependen, dan meletakkan 

factor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan. 

g. Model Elmoe, dkk. 

Model yang disusun Richard Elmore (1979), michael Lipsky (1971), dan 

Benny Hjern & David O’Porter (1981). Pada pemetaan di atas model ini diberi label 

“RE, dkk” yang terletak di kuadran “bawah ke puncak “ dan lebih berada di 

“mekanisme pasar”. Model ini dimulai dari mengedentifikasi jaringan aktor yang 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 
 

terlibat dalam proses pelayanan dan menanyakan kepada mereka: tujuan, strategi, 

aktivitas, dan kontak-kontak yang mereka miliki. Model implementasi ini 

didasarkan pada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk 

mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat 

pemerintah namun hanya di tataran rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang dibuat 

harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, 

dan sesuai pula dengan pejabat eselon  rendah yang menjadi pelaksanaannya. 

Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM). 

h. Model Nakamura & Smallwood 

Nakamura dan Smallwood mengemukakan bahwa proses kebijakan adalah 

proses yang rumit, khususnya pada implementasi.40 

4. Faktor yang Mendukung Keberhasilan Implementasi kebijakan publik 

 Berbagai pendekatan dalam implementasi kebijakan, berkaitan dengan 

implementor, sumber daya, lingkungan, metode, permaslahan, ataupun tingkat 

kemajemukan yang dihadapi dimasyaakat. Sumber daya manusia sebagai implementor 

mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengendalian implementasi kebijakan 

publik. Menurut Mazmian dan Sabatier, ada tiga faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan implementasi, yaitu karakteristik dari masalah, karakteristik kebijakan, 

dan lingkungan. Faktor yang merupakan syarat utama keberhasilan proses 

implementasi, yaitu; 

                                                            
40 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 66‐78 
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a. Komunikasi = Komunikasi suatu program hanya dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas pagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsisten informasi yang disampaikan. 

b. Sumber daya = meliputi empat komponen yaitu staf yang cukup (jumlah dan mutu), 

informasi yang dibutuhkan guna pengambilan keputusan, kewenangan yang cukup 

guna melaksanakan tugas atau tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam 

pelaksanaan. 

c. Sikap birokrasi atau pelaksana. = Disposisi atau sikap pelaksana merupakan 

komitmen pelaksana terhadap program. 

d. Struktur organisasi, termasuk tata aliran kerja birokrasi. = yang mengatur tata aliran 

pekerjaan dan pelaksanaan kebijakan.41  

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi 

keberhasilan kebijakan publik adalah: 

a. Isi atau Content Kebijakan 

Kebijakan yang baik dari sisi content setidaknya mempunyai sifat-sifat 

sebagai berikut: jelas, tidak distorsif, didukung oleh dasar teori yang teruji, mudah 

dikomunikasikan ke kelompok target, didukung oleh sumber daya manusia dan 

finansial yang baik. 

b. Implementor dan Kelompok Target 

Pelaksanaan implementasi kebijakan tergantung pada badan pelaksanaan 

kebijakan (implementator) dan kelompok target (target groups). Implementator 

harus mempunyai kapabilitas, kompetensi, komitmen, dan konsistensi untuk 

                                                            
41 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 257 
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melaksanakan sebuah kebijakan sesuai dengan arahan dari penentu kebijakan 

(policy makers), selain itu, kelompok target yang terdidik dan relatif homogen akan 

lebih mudah menerima sebuah kebijakan daripada kelompok yang tertutup, 

tradisional dan heterogen. Lebih lanjut, kelompok target yang merupakan bagian 

besar dari populasi juga akan mempersulit keberhasilan implementasi kebijakan. 

c. Lingkungan 

Keadaan sosial ekonomi, politik, dukungan publik maupun kultur populasi 

tempat sebuah kebijakan diimplementasikan juga akan mempengaruhi keberhasilan 

kebijakan pubilk. Kondisi sosial ekonomi sebuah masyarakat maju, sistem politik 

yang stabil dan demokratis, dukungan baik dari kontituen maupun elite pengusaha, 

dan budaya keseharian masyarakat yang mendukung akan mempermudah 

implementasi sebuah kebijakan.42 

5. Faktor yang Menghambat Keberhasilan Implementasi kebijakan publik 

Sebuah kebijakan atau program dapat gagal memperoleh dampak yang diharapkan 

meskipun proses implementasi berhasil mengwujudkan output sebagaimana yang 

dituntut oleh program tersebut, namun gagal mencapai outcomes nya, apalagi jika 

proses implementasi gagal mewujudkan keduanya. Menurut Anderson, hal tersebut 

dapat disebabkan oleh faktor berikut: 

a. Sumber daya yang tidak memadai  

b. Cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan tindakan yang kontra 

produktif) 

c. Masalah publik sering disebabkan banyak faktor, tetapi kebijakan yang dibuat 

hanya mengatasi satu faktor 

                                                            
42 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 58 
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d. Cara menanggapi kebijakan yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan  

e. Tujuan-tujuan kebijakan tidak sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain  

f. Biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari masalahnya 

g. Banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan  

h. Timbul masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian tindakan 

i. Sifat dari masalah yang akan dipecahkan43 

C. PELAYANAN 

1. Definisi Pelayanan 

Pelayanan menyangkut sejumlah informasi yang diinginkan pelanggan, tindakan 

yang sukar disentuh dan diukur secara eksak ukuran kepuasannya, sangat sensitif dan 

sukar diprediksikan kedepannya serta sangat tergantung juga pada nilai yang dianggap 

pantas oleh pelanggan terhadap apa yang diterima dan dibayarnya. Dimana pun pasti 

pelayanan dengan beragam jenisnya, tingkat kehandalannya, dan tidak diragukan lagi 

bahwa pelayanan tidak boleh dianggap sebagai hal yang sepele. Kualitas dan kuantitas 

pelayanan, merupakan bagian yang menentukan dari keberhasilan perekonomian dan 

kesejahteraan suatu bangsa pada umumnya. Untuk itulah harus memahami benar 

situasi lingkungan pelayanan kontemporer secara baik, merancang sistem dan strategi 

pelayanannya, mengelolah dengan baik dalam tatlaksana, pengawasan dan umpan 

baliknya.44 

2. Ciri-ciri Pelayanan 

a. Pelayanan tersebut keluarannya sukar diukur secara eksak dan relatif tidak 

berbentuk  

                                                            
43 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 283 
44 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya (Bandung: Mandar Maju, 2008) 1 
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b. Pelayanan itu sendiri merupakan keluaran yang bersifat spesifik/tidak standar 

pelayanan tidak dapat dibakukan secara tetap karena terpengaruh lingkungan yang 

kompleks sifatnya dan selalu berubah 

c. Terdapat hubungan langsung antara pelanggan dan pemberi pelayanan dan 

pelanggan terlibat dalam proses pelayanan tersebut 

d. Keterampilan sangat tergantung pada pemberi pelayanan  

e. Membutuhkan beberapa pertimbangan dalam memberikan pelayanan 

f. Pengukuran efisiensi dan efektifitas pelayanan pada dasarnya bersifat subyektif 

(terutama persepsi dari pelanggan) 

g. Pentingnya proses yang sekaligus berfungsi sebagai pengendali kualitas pelayanan 

h. Biasanya penentuan opsi penetapan harga pelayanan cukup rumit, karena banyak 

pertimbangan yang harus diperhitungkan di dalamnya (misalnya tidak hanya 

pertimbangan materiil, tetapi juga emosional, nilai, dan kondisi setempat)45 

D. PELAYANAN PUBLIK 

1. Definisi Pelayanan Publik 

Pengertian pelayanan publik menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Menurut Heryanto Monoarfa pelayanan publik 

adalah pelayanan yang ditargetkan sebagai kepuasan bagi siapapun menerimanya. 

Dari pendapat dan pengertian pelayanan publik di atas dapat dipahami bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani kebutuhan, kepentingan 

                                                            
45 Amin Ibrahim, Teori… 2 
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orang/masyarakat atau organisasi lain baik di pusat atau di daerah yang ditujukan 

untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sesuai dengan aturan pokok 

dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Segala bentuk jasa pelayanan, baik 

dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab 

dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan masyarakat.46 

Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan pelayanan kepada umum yang 

dilaksanakan oleh pemerintah dipusat, di Daerah, dan dilingkungan BUMN/BUMD 

dalam bentuk barang dan jasa baik dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyrakat 

maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Didalmnya termasuk tatalaksananya, tatakerjanya, prosedur kerjanya, sistem kerjanya, 

wewenangnya, biayanya, pemberi pelayanan, dan penerima pelayanan tersebut.47 

2. Ruang Lingkup Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan 

orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam era modernisasi, 

pelayanan publik teleh menjadi lembaga dan profesi yang semakin penting.ia tidak 

lagi merupakan aktivitas sembilan, tanpa payung, hukum, gaji dan jaminan sosial yang 

memadai, sebagaimana terjadi di banyak negara berkembang pada masa lalu. Sebagai 

profesi, pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip, profesionalisme dan etika 

seperti akuntabilitas, efektifitas, efesiensi, integritas, netralitas, dan keadilan bagi 

semua penerima pelayanan. 

                                                            
46 Yusnani Hasjimzum, Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Edisi Jurnal Dinamika 
Hukum (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman 2014) 448 
47 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya (Bandung: Mandar Maju, 2008) 15 
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Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Muinir (1998) bahwa ”hak atas pelayanan 

itu sifatnya universal, berlaku terhadap siapa saja yang berkepentingan atas hak itu, 

dan oleh organisasi apapun juga yang tugasnya menyelenggarakan pelayanan”. Tugas 

pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, menurut Thoha48 bahwa 

tugas pelayan lebih menekankan kepada mendahulukan kepentingan umum, 

mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan 

publik. Sedangkan  tugas mengatur lebih menekankan kepada kekuasaan atau power 

yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. 

Pelayana publik oleh Kepmenpan Nomer 63/2003 terbagi kedalam tiga 

kelompok, yaitu: 

a. Kelompok Pelayanan Administratif: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk dokumen formal yang dibutuhkan oleh publik. 

b. Kelompok Pelayanan Barang: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

atau jenis barang yang digunakan oleh publik. Hal ini berkaitan dengan tugas-tugas 

yang dilaksanakan oleh negara selaku pelaku usaha, yang kewenangannya 

dilaksanakan Badan Usaha Milik Negara. 

c. Kelompok Pelayanan Jasa: yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk 

atau jenis barang yang dibutuhkan oleh publik misalnya pelayanan pendidikan, 

pemeliharaan kesehatan dll. 

Ruang lingkup penyelenggaraan pelayanan publik semakin meluas dan 

menyentuh tidak saja pemenuhan atau penegakan hak-hak dasar manusia, seperti 

pendidikan, sandang, pangan, perumahan, pekerjaan yang layak, jaminan kesehatan, 

lingkungan hidup yang sehat, dan lain sebagainya, akan tetapi juga menyangkut hal-

                                                            
48 Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, (Jakarta: Raya Grafindo, 2003) 4 
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hal yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti perijinan, 

identitas status, penyaluran kebutuhan bahan pokok, transportasi, telekomunikasi, dan 

sebagainya. 

Pelayanan publik biasanya dilakukan oleh birokrat atau pejabat pemerintah 

merupakan perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di 

samping sebagai abdi negara. Pemerintahan pada hakikatnya memberikan pelayanan 

kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani masyarakat serta 

menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat 

mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama. 

Pelayanan publik menjadi suatu tolak ukur kinerja pemerintah yang paling kasat 

mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas 

layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik menjadi kepentingan 

banyak orang dan dampaknya langsung dirasakan masyarakat dari semua kalangan, 

dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, 

efektif, efesien dan akuntabel akan mengangkat citra positif pemerintah di mata warga 

masyarakatnya. 

Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern adalah pelayanan publik, 

yang merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa 

publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh negara 

untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Dalam 

pelaksanaannya, kebijakan pelayanan publik ini harus diturunkan dalam serangkaian 

petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku intrnal dalam birokrasi. 

Sedangkan dalam sisi masyarakat, yang penting adalah adanya standar pelayanan 
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publik, yang menjabarkan pada masyarakat apa pelayanan yang menjadi hakna, siapa 

yang bisa mendapatkannya, apa persyaratannya, juga bagaimana bentuk layanan itu. 

“Pada prinsipnya, pelayanan publik senantiasa harus selalu ditingkatkan 
kinerjanya sesuai dengan keinginan masyarakat pengguna jasa. Akan tetapi 
kenyataannya untuk mengadakan perbaikan terhadap kinerja pelayanan publik 
bukanlah sesuatu yang mudah. Banyaknya jenis pelayanan umum di negeri ini dengan 
bermacam-macam persoalan dan penyebab yang sangat bervariasi antara satu dengan 
yang lainnya, sehingga perlu dicari suatu metode yang mampu menjawab persoalan 
tadi. 

Selanjutnya, Fitzsimmons, Zeithaml, dan Bitner yang dikutip oleh Tjiptono, ada 
lima indikator pelayanan publik yaitu: Realibity (keandalan) yang ditandai pemberian 
pelayanan yang tepat dan benar. Tangibles (bukti langsung) yang ditandai dengan 
penyedian yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 
Responsiveness (daya tanggap) yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen 
dengan cepat. Assurance (jaminan) yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan 
moral dalam memberikan pelayanan, dan empati yang ditandai tingkat kemampuan 
untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen.”49  

3. Pola-pola Pelayanan Publik 

Surat keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman 

Tatalaksana Pelayanan Umum, dalam pemjelasan mengenai “pola Pelayanan publik” 

dan seterusnya sebagian besar mengutip keputusan Menpan tersebut. Dengan maksud 

bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan dan 

menyediakan “pelayanan publik”, agar lebih relevan jika konsep yang digunakan 

bersumber dari kebijakan pemerintah itu sendiri. 

Pola atau model penyelenggaraan pelayanan publik adalah kesatuan bentuk tata 

penyelenggaraan pelayanan yang didasarkan pada suatu prosedur dan tatakerja atau 

rangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan secara sistematis dengan 

memperhatikan sendi atau prinsip pelayanan umum. Sesuai dengan jenis dan sifat 

pelayanan, serta dengan pertimbangan agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip  

pelayanan umum secara efektif, maka dalam penyelenggaraan pelayanan umum sesuai 

                                                            
49 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 188‐192 
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dengan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003, dapat dilaksanakan dengan pola-pola 

pelayanan sebagai berikut:50 

a. Pola Pelayanan Fungsional 

Pada umumnya pemerintah sebagai penyelengara pelayanan publik selalu 

mencoba dalam memberikan pelayanan, mencari cara yang paling efisien dan 

efektif yakni dengan membentuk berbagai cara atau yang sering disebut dengan 

pola. Pada dasarnya pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggaraan 

pelayanan, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. 

b. Pola Terpusat 

pola pelayanan publik diberikan secara tunggal oleh penyelenggaraan 

pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara pelayanan 

terkait lainnya yang bersangkutan. Pola pelayanan ini sesungguhnya merupakan 

efek residu setelah seluruh kegiatan pelayanan operasional telah diserahkan 

kewenangannya kepada pemerintah daerah atau BUMN dan badan hukum swasta. 

Misalnya pelayanan yang bersifat nasional atau regional, maka pelayanan tersebut 

cenderung tepusat. 

c. Pola Terpadu 

Pertama: Terpadu Satu Atap, pola pelayanan terpadu satu atap 

diselenggarakan dalam suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang 

tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. Terhadap 

jenis pelayanan yang sudah dekat dengan masyarakat tidak perlu satu atapkan. 

Kedua: Terpadu Satu Pintu, pola pelayanan terpadu satu pintu diselenggarakan pada 

                                                            
50 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (jakarta: Mitra Wacana Media 
2011) 110 
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satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan 

proses dan dilayani melalui satu pintu. Contoh urusan berbagai surat-surat, 

pengurusan suratnya diselenggarakan secara satu atap dan satu pintu yaitu berada 

di kantor desa. 

d. Pola Gugus Tugas 

Petugas pelayanan publik secara perorangan atau dalam bentuk gugus tugas 

ditempatkan pada instansi pemberi pelayanan dan lokasi pelayanan tertentu. 

Pemberian pelayanan publik dengan menggunakan publik menggunakan pola 

“gugus tugas” merupakan pola pelayanan yang bersifat terintegrasi dengan instansi 

dengan instansi atau unit kerja yang lain yang memiliki keahlian masing-masing 

dalam rangka mendukung terhadap suatu pemberian pelayanan tertentu.51 

4. Prinsip-prinsip Pelayanan Publik 

Dalam pelayanan publik, ada asas-asas yang digunakan agar penyelenggaraan 

pelayanan publik dapat berjalan dengan baik. Asas-asas tersebut adalah prinsip-prinsip 

dasar yang menjadi acuan dalam pengorganisasian, acuan kerja, serta pedoman 

penilaian keja bagi setiap lembaga penyelenggaraan pelayanan publik. Asas-asas yang 

dapat dikategorikan sebagai asas umum administrasi publik yang baik (general 

principles of good administration) ini harus bersifat umum dan adaptif terhadap 

keunikan jenis-jenis pelayanan yang mungkin diselenggarakan secara publik.  

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai 

dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi 

perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang 

                                                            
51 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (jakarta: Mitra Wacana Media 
2011) 110‐111 
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di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan bersama Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia, maka pada 

tanggal 18 juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. Menurut Ibrahim dalam bukunya Konsep Reinventing Government 

dan Banishing Bureaucracy asas-asas pelayanan publik, antara lain:52  

a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut, 

harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak 

ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi 

kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan 

efektifitasnya.  

c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar 

dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang 

dapat dipertanggung jawabkan 

d. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah 

“terpaksa harus mahal”, maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintah 

yang bersangkutan berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku.53 

Prinsip-prinsip tatalaksana pelayanan umum, pada hakekatnya merupakan 

penerapan prinsip-prinsip pokok sebagai dasar yang menjadi pedoman dalam 

                                                            
52 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016) 193‐195 
53 Deddy Mulyadi, 195 
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perumusan tatalaksana dan penyelenggaraan kegiatan umum. Sesuai dengan pedoman 

Tatalaksana Pelayanan Umum yang ditetapkan dengan Keputusan Menpan Nomor 18 

Tahun 1993, maka prinsip-prinsip tersebut dapat dipahami dengan penjelasan sebagai 

berikut.  

a. Kesederhanaan 

Prinsip kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara 

pelayanan diselenggarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 

meminta pelayanan. Prinsip kesederhanaan ini hakekatnya lebih menekankan pada 

aspek prosedur kerja penyelenggaraan pelayanan umum, termasuk persyaratan 

maupun pelaksanaan teknis operasional. Namun kesederhanaan ini dengan tanpa 

mengurangi atau mengabaikan unsur legalitas atau keabsahan dari hasil 

pelaksanaan pelayanan itu sendiri. Prinsip kesederhanaan ini untuk: Pertama, makin 

sedikitnya simpul, meja/petugas dalam prosedur birokrasi pelaksanaan pelayanan 

umum. Kedua, memudahkan masyarakat dalam mengurus, mendapatkan 

pelayanan, antara lain dengan cara mengurangi kesempatan terjadinya kontak 

langsung antara petugas da masyarakat. Ketiga, memperkecil terjadi pelayanan 

yang birokratis/prosedur panjang, hingga akan memperlancar dalam proses serta 

menciptakan tatalaksana pelayanan yang baik.   

Hal yang perlu mendapat perhatian relevan dalam mendukung ciri prinsip 

kesederhanaan pelayanan ialah: a) mekanisme kerja atau tata urutan pelayanan, 

artinya jumlah simpul/meja yang dilewati dalam proses prosedur pelayanan harus 

sederhana. b) spesifikasi persyaratan pelayanan, atau tidak menambah mata rantai 

birokrasi. c) tertib dalam sistem penataan arsip dan penyimpanan dokumen, 

sehingga menunjang kecepatan, kelancaran proses penyelengaraan pelayanan. d) 
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kapasitas loket dan petugas pelayanan yang cukup atau saranan dan prasarana yang 

memadai. e) koordinasi antara unit kerja yang terkait dalam pelayanan, koordinasi 

antara komponen kerja di dalam kantor yang bersangkutan, sehinga menunjang 

kelancaran mengurus persyaratan maupun proses penyelesaian pelayanan. 

b. Kejelasan dan Kepastian 

Prinsip ini mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai:  

1) Prosedur tata cara pelayanan 

2) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan teknis maupun persyaratan 

administratif 

3) Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan 

4) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayaran 

5) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan. 

Untuk mendukung prinsip kejelasan dan kepastian dalam prosedur kerja, 

maka dalam proses pelaksanaan pelayanan perlu dilakukan: pencatatan secara rapi 

dan terteb setiap langkah, tahapan kegiatan pelayanan, kelengkapan perangkat 

administrasi atau pencatatan yang sesuai kebutuhan untuk pelaksanaan pelayanan, 

tata cara pengolahan biaya secara tertib dan jelas, dan konsisten pelaksanaan jadwal 

penyelesaian.  

c. Keamanan  

Dalam artian baik proses pelaksanaan pelayanan maupun mutu produk 

palayanan umum dapat diberikan rasa aman bagi masyarakat (produk pelayanan 

administrasi, produk pelayanan barang, dan produk pelayanan jasa). Diberikan rasa 

nyaman (kondisi tampat, lancar, produk pelayanan memenuhi ukuran standar). Dan 
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tertib (pemberian pelayanan dilakukan secara konsisten sesuai dengan antrian, dan 

menurut tatakerja yang berlaku). 

d. Keterbukaan  

Prinsip ini mengandung arti bahwa prosedur/tatacara, persyaratan, satuan 

kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan, waktu pelayanan, waktu 

penyelesaian, rincian biaya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses 

pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat, baik diminta atau tidak diminta. Untuk hal yang perlu diupayakan 

dalam prinsip ini: 

Pertama, penginformasian instrumen pelayanan secara terbuka (seperti: 

bagan alir mekanisme pelayanan, daftar persyaratan, daftar tarif, jadwal waktu, 

nama loket/petugas/meja kerja). Kedua, menyediakan fasilitas media 

informasi/information desk, kotak saran, media cetak/brosur, monitor tv, yang 

berfungsi memberikan informasi menyangkut kegiatan pelayanan. Ketiga, 

mengadakan program penyuluhan kepada masyarakat, untuk membantu 

penyebaran dan pemahaman informasi kepada masyarakat, mengenai hal yang 

berkaitan dengan kegiatan pelayanan.  

e. Efisien  

Pertama, persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal yang berkaitan 

langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan 

keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan yang diberikan. Kedua, 

dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan 

masyarakat yang bersangkutan memasyarakatkan adanya kelengkapan persyaratan 

dan satuan kerja/instansi pemerintah lain yang terkait. Prinsip ini menekankan 
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bahwa dalam merumuskan kebijakan mengenai penyelenggaraan pelayanan umum, 

perlu memperhatikan hal-hal yang tidak berakibat memberatkan masyarakat, 

maupun tidak berdampak pemborosan. 

f. Ekonomis  

Prinsip adalah pengenaan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan harus 

ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang atau jasa pelayanan 

masyarakat dan tidak menuntut biaya yang terlalu tinggi diluar kewajaran, kondisi 

dan kemampuan masyarakat untuk membayar, dan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

g. Keadilan yang Merata 

Prinsip ini adalah cakupan/jangkuan pelayanan harus diusahakan seluas 

mungkin dengan distribusi yang merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh 

lapisan masyarakat. Pelayanan umum hendaknya memperhatikan cakupan 

golongan masyarakat yang menerima pelayanan, hendaknya meliputi semua kias 

sosial yang merata, dan tidak membedakan perlakuan pemberian pelayanan 

misalnya: biaya/ tarif, urutan pelayanan sesuai nomor urut, dan kecepatan 

kelancaran waktu penytelesaian bagi masyarakat. 

h. Ketepatan Waktu 

Prinsip ini ialah pelaksana pelayanan umum dapat diselesaikan dalam kurun 

waktu yang telah ditentukan dan prinsip ini yang perlu diperhatikan antara lain: 

a) Dalam penyelengaraan pelayanan perlu menjaga konsisten pelaksanaan jadwal 

waktu pemberian pelayanan. agar dalam pelaksanaan tidak meleset dari jadwal 

yang ditetapkan, maka dalam perkiraan waktu dapat sedikit lebih besar atau 
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perkiraan waktu dimundurkan, sehingga jadwal kerja harus dapat dilaksanakan 

secara konsisten. 

b) Mengefektifkan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian oleh 

pemimpin/atasan langsung. Untuk mendukung fungsi wasdal ini dapat 

dioptimalkan penggunaan sarana Waskat, misalnya penerapan monitoring 

terhadap kegiatan melalui: pencatatan atas setiap kegiatan yang dilakukan 

bawahan pada buku monitoring, blanko, formulir, kuintasi, bukti penerimaan, 

dan forum pertemuan, rapat sebagai sarana untk menyusun perencanaan, 

memberikan informasi perkembangan kegiatan, laporan/ evaluasi pelaksanaan 

pekerjaan.54 

5. Hakikat dan Asas-asas Pelayanan Publik 

Asas-asas ini secara langsung menyentuh hakikat pelayanan publik sebagai 

wujud dari upaya melaksanakan tugas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat banyak dan tugas pelaksanaan perintah peraturan perundang-undangan. 

Bersifat adaptif, karena asas-asas ini dapat berfungsi sebagai acuan dalam setiap 

kegiatan administrasi negara yang bersentuhan langsung dengan pemberian pelayanan 

kepada masyarakat umum, baik di bidang pelayanan administrasi, pelayanan jasa, 

pelayanan barang, ataupun kombinasi dari pelayanan-pelayanan tersebut. Dengan sifat 

adaptif ini, asas-asas ini dapat selalu dijabarkan lebih lanjut di dalam penetapan aturan-

aturan teknis, baik yang menyangkut sistem, prosedur, standar kualitas, pelayanan 

keluhan, dan sebagainya dari setiap jenis pelayanan publik.55 

                                                            
54 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika. 2011) 80 
55 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 27 
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 Asas-asas utama yang melekat secara inherent pada esensi pelayanan publik 

adalah sebagai berikut. 

a. Asas Keterbukaan (Openness) 

Keterbukaan menjadi salah satu asas utama untuk menjamin bahwa para 

stakeholders dapat mengandalkan proses pengambilan keputusan, tindakan-

tindakan oleh institusi-institusi publik, pengelolaan aktivitas, serta pengelolaan 

sumber daya manusia di dalam institusi-institusi pelayanan publik. Keterbukaan 

(mungkin setara dengan asas transparansi) yang diwujudkan melalui pembinaan 

komunikasi secara penuh, terinci dan jelas dengan para stakeholders menjadi salah 

satu prinsip utama dari suatu good governance, termasuk dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

b. Asas Integritas 

Integritas mengandung makna “berurusan secara langsung” (straightforward 

dealings) dan ketuntasan (completeness) dalam pelaksanaan fungsi-fungsi 

pelayanan publik. Asas moral yang mendasari asas integritas ini terutama adalah 

kejujuran, objektivitasdan standar kesantunan yang tinggi, serta tanggung jawab 

atas penggunaan dana-dana dan sumber daya publik. 

c. Asas Akuntabilitas 

Asas ini berkenaan dengan proses di mana unit-unit pelayanan publik dan 

orang-orang yang berfungsi di dalamnya harus bertanggung jawab atas keputusan-

keputusan dan tindakan-tindakan yang dibuatnya, serta kebersediaan untuk 

menjalani proses pengawasan baik eksternal (dari masyarakat) maupun internal 

(dari atasan). Singkatnya, akuntabilitas melahirkan kewajiban untuk bertanggung 
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jawab atas fungsi dan kewenangan yang secara sah dipercayakan kepada setiap 

public servant.56 

d. Asas Legalitas 

Berdasarkan asas lalwfulness ini, setiap tindakan, pengambilan keputusan, 

serta pelaksanaan fungsi suatu institusi pelayanan publik harus sejalan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dijalankan sesuai dengan aturan 

dan prosedur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Legalitas di sini seyogianya diartikan secara luas dan tidak hanya mencakup 

legalitas formal saja, tetapi juga legalitas dalam arti material/substansial. 

e. Asas Non-Diskriminasi dan Perlakuan yang Sama 

Institusi-institusi penyelenggara pelayanan publik harus bekerja atas dasar 

prinsip pemberian pelayanan yang sama dan setara kepada warga masyarakat, tanpa 

membedakan gender, ras, agama/kepercayaan, kemampuan fisik, aspirasi politik, 

dan sebagainya. Artinya, perlakuan yang berbeda terhadap suatu kasus yang pada 

dasarnya sama dengan kasus-kasus lain, harus secara tegas mendapatkan 

pembenarannya di dalam fakta-fakta khusus yang relavan di dalam kasus tersebut. 

f. Asas Proporsionalitas 

Asas ini meletakkan kewajiban pada setiap penyelenggaraan pelayanan 

publik untuk menjamin bahwa beban yang harus ditanggung oleh masyarakat 

pengguna layanan jasa layanan publik akibat tindakan-tindakan yang diambil oleh 

institusi pelayanan publik harus berbanding secara proporsional dengan tujuan atau 

manfaat yang hendak diperoleh oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Asas 

ini berkaitan erat dengan beban-beban administratif, biaya dan waktu pelayanan 

                                                            
56 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika. 2011) 82 
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yang harus ditanggung oleh masyarakat apabila mereka hendak memperoleh 

pelayanan publik. 

g. Asas Konsistensi 

Berdasarkan asas ini, warga masyarakat dan stakholders layanan publik pada 

umumnya memperoleh jaminan bahwa institusi-institusi pelayanan publik akan 

bekerja secara konsisten sesuai pola kerjanya yang normal dalam perilaku 

administratifnya. Artinya juga, penyimpangan terhadap asas ini (dispensasi, 

perlakuan khusus, dan sebagainya) harus memperoleh pembenarannya secara sah 

(duly justified).57 

E. Kualitas Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik merupakan kondisi dinamis yang berhubungan dengan 

produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian kualitasnya ditentukan 

pada saat terjadinya pemberian pemberian pelayanan tersebut. Namun banyak 

kendalanya, terutama pada kontak antara pelanggan dan penyedia pelayanan, variasi 

pelayanan, petugas pelayanan, struktur organisasi, informasi, kepekaan permintaan dan 

penawaran, prosedur dan ketidak percayaan publik terhadap kualitas pelayanan itu. 

Diperlukan paradigma baru yang bersifat “customer driven”, dan kepemimpinan yang 

baik dan transformasional, serta kelompok dan pola pengelolaan pelayanan publik yang 

baik pula, agar standar pelayanan publik yang baik dapat diwujudkan. 

Evans dan Lindsay (1997, dalam LANRI, 2003) melihat kualitas pelayanan itu 

bebagai segi, yakni dari segi pelanggan (pelanggan atau konsumen) dari sudut dasar 

produknya, dari sudut dasar pemakaiannya, dan dari sudut dasar nilainya, dari sudut 

pelanggan, tentulah kualitas pelayanan itu muaranya pada kepuasan, sesuatu yang sebaik 

                                                            
57 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika. 2011) 82‐85 
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mungkin memuaskan. Selanjutnya penilaian kualitas pelayanan dilakukan pada saat 

pelaksanaan pelayanan tersebut, dikala terjadi kontak antara pelanggan, konsumen, 

masyarakat dengan pihak yang memberikan pelayanan. kualitanya apakah baik atau 

buruk atau biasa biasa saja, terlihat dari tingkat kesesuaian pelayanan yang diterima 

pelanggan, konsumen, masyarakat dengan apa yang mereka harapkan dan proses dari 

tindakan pelayanan oleh para pemberi pelayanan tersebut. Dari pakar tersebut dapat 

disimpulkan bahwa kualitas pelayanan  dapat memenuhi kebutuhan para pelanggan, dan 

sasaran pengelolaan pelayanan adalah kepuasan pelanggan, konsumen, dan masyarakat 

luas.58 

1. Standar Pelayanan publik 

Undang-undang pelayanan publik menegaskan bahwa standar pelayanan adalah 

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualita pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 

terukur. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memeperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan 

kondisi lingkungan. Penyusun dan penetapan standar pelayanan penyelenggara wajib 

mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait, pengikut sertaan masyarakat dan 

pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan 

jenis pelayanan memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta 

memperhatikan keberagaman. 

                                                            
58 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 22 
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Erland Mou59 mengatakan dalam praktek pelayanan publik diberbagai daerah 

seharusnya birokrasi selalu memberi perhatian terhadap permasalahan yang 

ditimbulkan dari pengaduan masyarakat. Keterlibatan birokrasi dalam pelayanan 

publik disamping menunjukkan manfaat dan keunggulan tertentu, sekaligus juga 

menunjukkan kelemahanannya, yaitu terbatasnya sumber daya yang mumpuni serta 

ditambah dengan peraturan-peraturan yang membuat birokrat daerah berkerja dengan 

kaku. Birokrasi masih juga mendahulukan kepentingan tertentu tanpa memperhatikan 

konteks atau dimana birokrat bekerja atau berada dan mendahulukan orang atau suku 

sendiri merupakan tindakan yang biasa dilakukan dan diterapkan dalam konteks 

organisasi publik. 

Menurut peraturan pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan 

Pelayanan Publik sebagaimana yang tertuang dalam pasal 1 ayat 2 mencantumkan 

bahwa penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara 

adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang 

dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan 

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi No. 36 Tahun 2012 bahwa rancangan standar pelayanan yang telah disusun 

oleh tim penyusun standar pelayanan, sebelum ditetapkan, terlebih dahulu dilakuakan 

pembahasan, dalam penetapan standar pelayanan publik dinyatakan: pelaksanaan yang 

bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas, dan sarana 

prasarana dan fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.60      

                                                            
59 Erland Mou,  Kualitas Pelayanan Publik Di Daerah Kajian Teoritis, Jurnal Unera, Vol 2 No. 2, Edisi 2013, 
(Halmahera: University Almahera) 92 
60 Agus Raharjo, Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Univ Jend. Sudirman 
Purwukerto, (Dinamika Hukum, Vol 14. No 3, sept 2014) 447‐450 
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2. Standar Minimal Pelayanan Publik 

Standar minimal pelayanan adalah standar kualitas pelayanan yang sekurang-

kurangnya harus dipenuhi oleh setiap institusi penyelenggara pelayanan publik dengan 

kualitas hasil kerja yang diukur dari tingkat kepuasan minimum yang dapat diterima 

masyarakat pengguna pelayanan publik. Standar minimum pelayanan itu harus dapat 

menjadi acuan: 

a. Bagi instansi penyelenggara pelayanan publik dalam menilai tingkat 

keberhasilannya dalam perencanaan, pengorganisasian, penetapan dan pelaksanaan 

mekanisme operasi dan prosedur pelayanan terhadap keluhan publik 

b. Bagi masyarakat penerima pelayanan publik dalam menetapkan hak dan 

kewajibannya sebagai konsumen, mengukur kualitas hasil pelayanan yang 

diberikan oleh instansi yang bersangkutan, serta kedudukan dan haknya untuk 

mengajukan keluhan-keluhan61 

3. Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 

Untuk menciptakan suatu gaya manajemen dan lingkungannya yang kondusif 

bagi perusahaan jasa untuk memperbaiki kualitas harus mampu memenuhi enam 

prinsip utama. Keenam prinsip tersebut sangat bermanfaat dalam membentuk dan 

mempertahankan lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas 

secara berkesinambungan dengan didukung oleh pemasok, karyawan, dan pelanggan. 

Enam prinsip tersebut meliputi: 

 

 

 

                                                            
61 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika. 2011) 85‐86 
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a. Kepemimpinan 

Strategi kualitas pemerintah harus inisiatif dan komitmen dari manajemen 

puncak. Manajemen puncak harus meminpin untuk meningkatkan kinerja 

kualitasnya. 

b. Pendidikan  

Semua personil dan karyawan operasional harus memperoleh pendidikan 

mengenai kualitas, pendidikannya meliputi: kualitas sebagai bisnis, alat dan teknik 

implementasi strateegi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi 

kualitas. 

c. Perencanaan 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakan dalam mengarahkan perusahaan untuk mencapai visinya. 

d. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu 

mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus-menerus 

untuk mencapai tujuan kualitas. 

e. Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan karyawan, 

pelanggan, dan stakeholder perusahaan lainnya, seperti pemasok, pemegang saham, 

pemerintah, masyarakat umum, dan lain-lain.  

f. Penghargaan dan Pengakuan 
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Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam 

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi 

penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 

meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan.setiap 

orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar 

bagi pemerintah, dan masyarakat yang dilayani.62 

Gambar 1 

Model Total Quality Service 

 

 

 

        customers 

 

 

Sumber: Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik 

Dari gambar diatas maka dapat diperoleh keterangan sebagai berikut: 

- Strategi: Pernyataan yang jelas dan dikomunikasikan dengan baik mengenai 

posisi dan sasaran organisasi dalam hal layanan pelanggan. 

- Sistem: Program, prosedur dan sumberdaya organisasi yang dirancang untuk 

mendorong, menyampaikan, menilai jasa/layanan yang nyaman dan berkualitas 

bagi pelanggan. 

                                                            
62 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (jakarta: Mitra Wacana Media 
2011) 100 
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- Budaya Organisasi:  kualitas jasa dapat pula dipengaruhi oleh budaya 

organisasi dan pengorganisasiannya. Budaya organisasi (kekuasaan, peranan, 

prestasi, dan dukungan) berperan sebagai kunci pemahaman jenis pelayanan 

yang akan diberikan. Karakteristik budaya dan tata nilai yang dimiliki organisasi 

memungkinkannya merespon kebutuhan pelanggan secara positif dan 

menyampaikan pelayanan yang berkualitas. 

- Tujuan Keseluruhan: mewujudkan kepuasan pelanggan, memberikan 

tanggung jawab kepada setiap orang, dan melakukan perbaikan 

berkesinambungan.63 

Dalam pelayanan publik, instansi pemberi pelayanan publik tidak terlepas 

dengan masyarakat sebagai stakeholder nya selain sebagai pelanggan yang utama. 

Dalam format tersebut maka organisasi publik tidak dapat berdiri sendiri, lepas dari 

lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian maka, masyarakat pun sangat berperan 

dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Terlebih dengan melihat semangat 

perubahan dewasa ini terhadap birokrasi atau penyedia pelayanan publik. Berdasarkan 

konsep diatas maka akan terlihat bahwa peran budaya masyarakat sangat dominan 

dalam mempengaruhi kinerja dan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya budaya 

masyarakat tersebut ditransformasikan dengan semangat jaman reformasi untuk 

senantiasa cermat dan terlibat langsung dalam konsep pengelolaan pelayanan publik 

berupa konsep good governance. Kualitas pelayanan berfokus pada lima bidang 

berikut: 

                                                            
63 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (jakarta: Mitra Wacana Media 
2011) 
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a. Fokus pada pelanggan, identifikasi pelanggan merupakan prioritas utama, setelah 

itu mengidentifikasi kebutuhan, keinginan, dan harapan masyarakat. 

b. Keterlibatan total atau komitmen total 

c. Pengukuran, dalam hal ini kebutuhan pokoknya adalah menyusun ukuran-ukuran 

dasar, baik internal maupun eksternal bagi organisasi dan masyarakat. 

d. Dukungan sistematis, manajemen bertanggung jawab dalam mengelolah proses 

kualitas dengan cara: membangun infrastruktur kualitas yang dikaitkan dengan 

struktur manejemen internal dan menghubungkan kualitas dengan sistem 

manejemen yang ada, seperti: perencanaan strategis, manejemen kinerja, 

pengakuan penghargaan dan promosi karyawan, dan komunikasi. 

e. Perbaikan berkesinambungan 

Implementasi konsep pelayanan berkualitas tersebut memberikan beberapa 

manfaat utama yaitu: a) meningkatnya indeks kepuasan kualitas yang diukur dengan 

ukuran apapun. b) meningkatnya produktivitas dan efisiensi. c) meningkatnya moral 

dan semangat karyawan. d) meningkatnya kepuasan masyarakat.64 

                                                            
64 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik, (Bandung: Mandar Maju, 2008) 26 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sedangkan jenis penelitian 

berdasarkan tempatnya menggunakan penelitian lapangan. Pendekatan kualitatif adalah 

sebagai prosedur penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud 

melukiskan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai 

metode yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami fenomena tentang 

Implementasi PERBUP No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Program Smart Kampung 

di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

Penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berwujud kata kata tertulis dan 

perilaku yang dapat diamati. Penelitian ini menggunakan cara deskriptif dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa yang sesuai dengan konteks penelitian dengan menggunakan 

metode alamiah dan menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta serta sifat hubungan antara fenomena yang di kaji.65 

Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana 

disajikan diatas bersifat fleksibel dan subject to change, sesuai dengan proses kerja yang 

terjadi di lapangan sehingga fokus penelitiannya ikut berubah juga menyesuaikan diri 

dengan masalah penelitian yang berubah.66 

B. FOKUS PENELITIAN 

Dari konsep-konsep yang telah dibuat, peneliti sekaligus penulis dapat mengambil 

keputusan mengenai fokus penelitian yang kemudian membantu peneliti dalam 

                                                            
65 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek(Jakarta: Rineka Cipta, 2000) 20 
66 Lexy J Moeloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 65 
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merumuskan tujuan dari penelitian ini pada implementasi PERBUP No. 132 Tahun 2018 

tentang integrasi pelayanan smart kampung daerah Banyuwangi dalam menjawab 

permasalahan-permasalahan tersebut peneliti melakukan kajian penelitian di Kantor Desa 

Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi, pemerintah desa dan warga 

desa. 

C. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi yang dijadikan objek Penelitian ini adalah di wilayah Kabupaten 

Banyuwangi Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi karena; Pertama, Kampung 

Anyar merupakan desa yang sangat jauh dari perkotaan dan lokasinya dibawah kaki 

gunung Ijen. Dari sisi tersebut, program Smart Kampung yang berbasis IT khususnya 

penduduk desa sangat efektif meningkatkan pelayanan di desa Kampung Anyar. Kedua, 

adanya antusias pemerintah desa dan warga desa Kampung Anyar dalam mengwujudkan 

Pelayanan Publik melalui program Smart Kampung tersebut. Hal ini dimaksudkan, 

adanya kesadaran dari pemerintah dan warga desa untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan publik. Ketiga, adanya pengelolaan dan perubahan yang dilakukan oleh desa 

tersebut. Ketiga, Kampung Anyar adalah desa yang meraih penghargaan desa terbaik 

pelayanan publiknya melalui smart kampung pada tahun 2017. 

D. SUMBER DATA 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. Kesalahan dalam 

memnggunakan atau memahami sumber data, maka data yang diperoleh akan juga 

meleset dari yang diharapkan. Ada dua jenis sumber data dalam penelitian kualitatif: 

1. Data Primer 

Sumber data ini adalah sumber pertama di mana sebuah data di hasilkan. Sumber 

primer pada penelitian ini adalah orang-orang yang ditentukan secara proposional 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66 
 

dengan menggunakan teknik purposive sampling yakni pengambilan informan 

dilakukan secara sengaja berdasarkan kapasitas dan kapabilitas atau yang kompeten 

dalam artian benar-benar paham di bidangnya. Sehingga data primer pada penelitian 

ini adalah orang yang dianggap merasakan, mengerti dan sebagai pelaksana standar 

pelayanan publik. Sumber diperoleh dari informan langsung dari lapangan tempat 

penelitian. Dengan klasifikasi yang terdiri dari masyarakat Desa Kampung Anyar 

Kecmatan Glagah Kabupaten Banyuwangi (RT, Kepala Dusun, Tokoh Agama, 

Pengusaha Menengah{Masyarakat yang sedang mengurus administrasi di kantor 

desa}, Masyarakat Awam {Petani dan Pekebun}) sebagai penerima pelayanan publik 

melalui Smart Kampung, Pemerintah Desa (Kepala Desa, Staff IT, Operator Smart 

Kampung,) sebagai pelaksana pelayanan publik melalui Smart Kampung. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer. 

Sumber data sekunder diperoleh dari hal-hal yang berkaitan dengan penelitian antara 

lain: buku, jurnal, artikel, koran, browsing data internet, dan juga berbagai 

dokumentasi pribadi saat dilapangan mupun dokumen-dokumen resmi pemberian dari 

instansi terkait dalam penelitian ini. Karena sesuatu atau lain hal, peneliti tidak 

memperoleh dari dapat primer, oleh karena itu sumber data sekunder diharapkan dapat 

berperan membantu mengungkap data yang diharapkan. Begitu pula pada keadaan 

semestinya yaitu sumber data primer dapat berfungsi sebagaimana yang di harapkan, 

sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan, atau data pelengkap 

sebagai bahan pebanding.67  

 

                                                            
67 Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial(Surabya, Unair Press, 2001) 129 
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E. METODE PENGUMPULAN DATA 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi semacam percakapan 

yang bertujuan memperoleh informasi. Dalam wawancara pertanyaan dan jawaban 

diberikan secara verbal dan hubungan antara penginterviu dan yang diinterviu bersifat 

sementara yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu.  

Dalam penelitian kualitatif kata-kata dan tindakan yang utama, untuk itu 

wawancara sangat penting dalam penelitian ini. Wawancara mendalam secara umum 

ialah proses mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan menggunakan pedoman wawancara.  Adapun informan yang 

dipilih peneliti dari pihak desa dan masyrakat. 

a. Siti Latifah Hairiyah, selaku Kepala Desa Kampung Anyar 

b. Jajang Nuryaman, selaku operator Smart Kampung 

c. Preety Adillah, selaku staff IT di Desa Kampung Anyar 

d. Rudi Hartono, selaku Kepala Dusun Kopencungking 

e. Asmuni, selaku Ketua RT 

f. Mohammad Ali : Tokoh Agama (Guru Ngaji) 

g. Tohema : Masyarakat Awam (Petani) 

h. Matsaleh : Masyarakat Awam (Pekebun) 

i. Saiful Bahri : Masyarakat yang sedang mengurus administrasi di kantor desa 

(Pengusaha menengah) 
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2. Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan seperti 

terjadi dalam kenyataan. Dengan observasi sebagai alat pengumpulan data dimaksud 

observasi yang dilakukan secara sistemastis. Dalam observasi ini diusahakan 

mengamati keadaan yang wajar dan yang sebenarnya tanpa usaha yang disengaja 

untuk mempengaruhi, mengatur, atau memanipulasikannya68 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis dan 

mengambil sebagian gambar di lapangan.69 Teknik ini dilaksanakan dengan 

melakukan pencatatan terhadap berbagai dokumen-dokumen resmi, laporan-laporan, 

peraturan-peraturan, maupun arsip-arsip yang tersedia dengan tujuan mendapatkan 

bahan yang menunjang secara teoritis terhadap topik penelitian. Pada intinya metode 

ini digunakan untuk menelusuri data histoi dan sosial. Sebagaian besar fakta data sosial 

tersimpan dalam bahan yang terbentuk dokumentasi, seperti buku-buku, literatur, arsip 

atau dokumen pemerintah.70 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada saat penelitian, 

dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses pengumpulan data sudah dilakukan 

ketika penelitian masih berupa konsep atau draft. Pada awal penelitian kualitatif, 

umumnya peneliti melakukan studi pre elemenary yang berfungsi untuk verifikasi dan 

pembuktian awal bahwa fenomena yang diteliti itu benar adanya. 

                                                            
68 Nasution,Metode Research(Jakarta,Bumi Aksara, 1996) 106, 113 
69 Burhan Bungin,Metodologi Penelitian Sosial(Surabya, Unair Press, 2001) 152 
70 M. Natsir, Metode Penelitian (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 225 
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2. Reduksi Data 

Proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh 

menjadi satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, observasi, 

dokumentasi diubah menjadi tulisan.71 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah menyusun informasi dengan cara tertentu sehingga 

memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan. Cara 

penyajian data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut; Pertama, angka-

angka ringkasan (summary figture). Kedua, tabel. Ketiga, grafik. Penyajian data 

dilakukan sebagai upaya untuk menganalisis masalah-masalah dalam penelitian akan 

mudah dicari pemecahannya (problem solving). Ketiga cara tersebut merupakan 

masuk dalam kuantitatif. Corak lain dari penyajian data dalam penelitian kualitatif 

adalah data berupa diskriptif bahwa data yang disajikan tersebut berupa teks. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah ketiga mengikuti langkah 

yang telah disederhanakan, disajikan dalam pengujian data dengan cara mencatat 

keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang 

memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris. 

G. METODE KEABSAHAN DATA 

Penelitian  kualitatif  harus  mengungkap  kebenaran  yang  objektif. Karena  itu 

keabsahan data dalam  sebuah penelitian kualitatif  sangat penting. Melalui  keabsahan  

data  kredibilitas  (kepercayaan)  penelitian  kualitatif  dapat tercapai. Dalam  memenuhi  

keabsahan  data  penelitian  ini  dilakukan  member checks  (pengecekan  anggota).  

                                                            
71 Haris Herdiansyah,Metodologi Penelitian Kualitatif(Jakarta, Salemba Humanika, 2010) 164‐165 
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Pengecekan  anggota  di  mana  data,  kategori analisis,  interpretasi,  dan  kesimpulan  

diuji  dengan  para  anggota  dari  mereka pemegang saham dari mana data asli 

dikumpulkan, ini merupakan teknik yang krusial  untuk  menciptakan  kredibilitas.  Jika  

peneliti  dapat  mengartikan  hal tersebut  penyusunannya  dapat  diketahui  oleh  para  

anggota  informan  sebagai penggambaran  yang  cukup  memadai  dari  realita  mereka  

sendiri.  Suatu  hal yang penting ialah mereka diberikan kesempatan untuk memberikan 

reaksi72. Pengecekan  anggota  adalah  suatu  proses  yang  dilaksanakan  dengan 

memerhatikan  berbagai  konstruksi.  Pengecekan  anggota  diarahkan  pada pertimbangan 

kredibilitas keseleruhan.  

Selain itu member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti  

kepada  pemberi  data.  Ini  bertujuan  untuk  mengetahui  seberapa  jauh data yang 

diperoleh sesuai  dengan apa yang diberikan oleh pemberi data atau informan.  Apabila  

data  yang  ditemukan  disepakati  oleh  para  pemberi  data berarti  datanya  tersebut  

valid.  Pelaksanaan  member  check  dapat  dilakukan setelah  satu  periode  pengumpulan  

data  selesai,  atau  setelah  mendapat  suatu temuan atau kesimpulan.73 

1. Uji Validitas Penelitian 

Validitas dalam penelitian kualitatif adalah kepercayaan dari data yang peroleh dan 

analisis yang dilakukan peneliti secara akurat mempresentasikan dunia sosial 

dilapangan.74 Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi credibility 

(validitas internal) dengan cara triangulasi, transverbility (validitas internal), 

dependability (reabilitas) dan canformability (objektivitas).75  Pada penelitian ini, akan 

                                                            
72 Rulam  Ahmad,Metodologi  Penelitian  Kualitatif  (Yogyakarta:  AR‐RUZZ  MEDIA, 2014), 273 
73 Sugiyono,Metodologi Penelitian Kuantitatif,  Kualitatif  dan kombinasi: Mixed Methods (Bandung: Alfabeta, 
2014), 76 
74 Alsa, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif serta Kombinasi dalam Penelitian Psikologi, (Yogyakarta: pustaka 
Pelajar, 2007).  
75 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2011)  
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digunakan cara triangulasi dalam pengujian data, khususnya triangulasi metodologis. 

Triangulasi metodologis yaitu penggunaan metode ganda untuk mengkaji atau 

program tunggal, seperti wawancara, pengamatan, daftar pertanyaan terstruktur, dan 

dokumen.76  

2.  Dependability (Reliabilitas) 

Susan Stainback, menyatakan bahwa reabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi 

dam stabilitas data atau temuan dalam penelitian kualitatif, uji reliabilitas dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.77 

                                                            
76 Patton, Metode Evaluasi Kualitatif, (Jakarta: Pustaka Belajar, 2009) 
77Sugiyono, 2011 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. DISKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi 

a. Sejarah Pendirian Kabupaten Banyuwangi 

Merujuk data sejarah yang ada, sepanjang sejarah Blambangan kiranya 

tanggal 18 Desember 1771 merupakan peristiwa sejarah yang paling tua yang patut 

diangkat sebagai hari jadi Banyuwangi. Sebelum peristiwa puncak perang Puputan 

Bayu tersebut sebenarnya ada peristiwa lain yang mendahuluinya, yang juga 

heroik-patriotik, yaitu peristiwa penyerangan para pejuang Blambangan di bawah 

pimpinan Pangeran Puger (Putra Wong Agung Wilis) ke benteng VOC di Banyualit 

pada tahun 1768. 

Namun sayang peristiwa tersebut tidak tercatat secara lengkap 

pertanggalannya, dan selain itu terkesan bahwa penyerangan tersebut kita kalah 

total, sedangkan pihak musuh hampir tidak menderita kerugian apapun. Pada 

peristiwa ini Pangeran Puger gugur, sedangkan Wong Agung Wilis, setelah Lateng 

dihancurkan terluka, tertangkap dan kemudian dibuang ke Pulau Banda. 

Berdasarkan data sejarah nama Banyuwangi tidak dapat terlepas dengan 

kejayaan Blambangan. Sejak jaman Pangeran Tawang Alun (1655-1691) dan 

Pangeran Danuningrat (1736-1763), bahkan juga sampai ketika Blambangan 

berada di bawah perlindungan Bali (1763-1767, VOC belum pernah tertarik untuk 

memasuki dan mengelola Blambangan. 

Pada tahun 1743 Jawa Bagian Timur ( termasuk Blambangan ) diserahkan 

oleh Pakubuwono II kepada VOC, VOC merasa Blambangan memang sudah 
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menjadi miliknya. Namun untuk sementara masih dibiarkan sebagai barang 

simpanan, yang baru akan dikelola sewaktu-waktu, kalau sudah diperlukan. Bahkan 

ketika Danuningrat memina bantuan VOC untuk melepaskan diri dari Bali, VOC 

masih belum tertarik untuk melihat ke Blambangan. 

Namun barulah setelah Inggris menjalin hubungan dagang dengan 

Blambangan dan mendirikan kantor dagangnya (komplek Inggrisan sekarang) pada 

tahun 1766 di bandar kecil Banyuwangi ( yang pada waktu itu juga disebut 

Tirtaganda, Tirtaarum atau Toyaarum), maka VOC langsung bergerak untuk segera 

merebut Banyuwangi dan mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum dalam 

peprangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 ( 5 tahun ) itu, VOC memang 

berusaha untuk merebut seluruh Blambangan. Namun secara khusus sebenarnya 

VOC terdorong untuk segera merebut Banyuwangi, yang pada waktu itu sudah 

mulai berkembang menjadi pusat perdagangan di Blambangan, yang telah dikuasai 

Inggris. 

Dengan demikian jelas, bahwa lahirnya sebuah tempat yag kemudian menjadi 

terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi kasus-beli terjadinya peperangan 

dahsyat, perang Puputan Bayu. Kalau sekiranya Inggris tidak bercokol di 

Banyuwangi pada tahun 1766, mungkin VOC tidak akan buru-buru melakukan 

ekspansinya ke Blambangan pada tahun 1767. Dan karena itu mungkin perang 

Puputan Bayu tidak akan terjadi ( puncaknya ) pada tanggal 18 Desember 1771. 

Dengan demikian pasti terdapat hubungan yang erat perang Puputan Bayu dengan 

lahirnya sebuah tempat yang bernama Banyuwangi. Dengan perkataan lain, perang 

Puputan Bayu merupakan bagian dari proses lahirnya Banyuwangi. Karena itu, 
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penetapan tanggal 18 Desember 1771 sebagai hari jadi Banyuwangi sesungguhnya 

sangat rasional.78 

b. Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian yang paling timur dari Wilayah 

Propinsi Jawa Timur, terletak diantara koordinat 7 43 – 8 46 Lintang Selatan dan 

113 53 – 114 38 Bujur Timur dan dengan ketinggian antara 25 - 100 meter di atas 

permukaan laut. Kabupaten memiliki panjang garis pantai sekitar 175.8km yang 

membujur sepanjang batas selatan timur Kabupaten Banyuwangi, serta jumlah 

pulau ada 10 buah. Wilayahnya cukup beragam, dari dataran rendah hingga 

pegunungan. Kawasan ini berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, terdapat 

rangkaian Dataran Tinggi Ijen dengan puncaknya Gunung Raung (3.282m) dan 

Gunung Merapi (2.800m) terdapat Kawah Ijen, keduanya adalah gunung api aktif. 

Bagian selatan terdapat perkebunan, peninggalan sejak zaman Hindia 

Belanda. Di perbatasan dengan Kabupaten Jember bagian selatan, merupakan 

kawasan konservasi yang kini dilindungi dalam sebuah cagar alam, yakni Taman 

Nasional Meru Betiri. Pantai Sukamade merupakan kawasan pengembangan penyu. 

Di Semenanjung Blambangan juga terdapat cagar alam, yaitu Taman Nasional Alas 

Purwo. Pantai timur Banyuwangi (Selat Bali) merupakan salah satu penghasil ikan 

terbesar di Jawa Timur. Dan di Muncar terdapat pelabuhan perikanan. 

Batas-batas wilayah Kabupaten Banyuwangi: 

1) Utara - Kabupaten Situbondo dan Bondowoso 

2) Timur - Selat Bali 

                                                            
78 https://sclm17.blogspot.co.id/2016/03/sejarah‐kabupaten‐banyuwangi.html?m=1 diakses pada tanggal 04 
maret 2018, 20.00 wib 
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3) Selatan - Samudera Indonesia 

4) Barat - Kabupaten Jember dan Bondowoso 

Luas Kabupaten Banyuwangi 578.250 Ha atau 5.782,50 Km2 yang terdiri 

dari: 

1) Hutan 180.937,78 Ha 

a) Hutan Lindung = 36.570,40 Ha 

b) Hutan Produksi = 78.926,13 Ha 

c) Hutan Konservasi (Taman Nasional = 65.451,25 Ha. Cagar alam = 1.514,25 

Ha. Taman Wisata = 102,00 Ha) 

d) Hutan Kritis = 0,00 Ha 

2) Persawahan / Sawah = 66.487,00 Ha 

a) Sawah Irigasi Teknis = 63.589,00 Ha 

b) Sawah Irigasi ½ Teknis = 2.068,00 Ha 

c) Sawah Irigasi Sederhana = 830,00 Ha 

d) Sawah Tadah Hujan = 0,00 Ha 

3) Lahan Kering 230.094,78 Ha 

a) Tegalan 16.215,33 Ha 

b) Kebun Campuran 2.161,10 Ha 

c) Perkebunan Rakyat 31.097,30 Ha 

d) Perkebunan Besar 51046,33 Ha 

e) Pemukiman 127.454,22 Ha 

f) Tambak 1.782,50 Ha 

g) Tanah Rusak / Tandus 338,00 Ha 
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4) Lain-lain 100.730,44 Ha 

Kabupaten Banyuwangi mempunyai 24 kecamatan yang dibagi lagi atas 

sejumlah desa dan kelurahan. Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi terdiri dari: 

Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo, Tegaldlimo, Muncar, Cluring, 

Gambiran, Tegalsari, Glenmore, Kalibaru, Genteng, Srono, Rogojampi, Kabat, 

Singojuruh, Sempu, Songgon, Glagah, Licin, Banyuwangi, Giri, Kalipuro, dan 

Wongsorejo. 

2. Gambaran Umum Kecamatan Glagah 

Kecamatan Glagah adalah termasuk kecamatan yang berada di bawah kaki 

gunung ijen yang memiliki luas wilayah 5.028,94 ha/km2 dan salah satu kecamatan 

yang wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Banyuwangi (Kecamatan Kota 

Banyuwangi). Maka dari itu beberapa wilayahnya seperti Kelurahan Adat Bakungan 

dan Kelurahan Banjarsari merupakan wilayah penyangga Kota Banyuwangi. Warga 

suku Osing adalah suku mayoritas yang tinggal di wilayah Kecamatan Glagah. 

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Glagah: 

Tabel 2 

Batas Wilayah Kecamatan Glagah 

No Bagian Batas wilayah 

1 Utara Kecamatan kalipuro dan Giri 

2 Timur Kota Banyuwangi 

3 Selatan Kecamatan Kabat 

4 Barat Kecamatan Licin 

Sumber: Profil Kecamatan Glagah Tahun 2017 
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Kecamatan Glagah mempunyai 8 Desa dan 2 Kelurahan, yakni; Desa Glagah, 

Desa Kampung Anyar, Desa Kemiren, Desa Kenjo, Desa Taman Suruh, Desa 

Olehsari, Desa Paspan, Desa Rejosari, Kelurahan Bakungan, Kelurahan Banjarsari. 

Sedangkan desa yang menjadi objek penelitian penulis yaitu Desa Kampung Anyar. 

3. Gambaran Umum Desa kampung Anyar 

Desa Kampung Anyar terletak di dataran tinggi dan menjadi salah satu jalan 

menuju Gunung Ijen, dan mempunyai penduduk sebanyak 4.742 jiwa. Desa Kampung 

Anyar terdiri dari 5 dusun antara lain; Dusun Kalibendo, Dusun Kopencungking, 

Dusun Krajan, Dusun Panggang dan Dusun Rejopuro. Adapun batas-batas Wilayah 

Desa Kampung Anyar antara lain: 

Tabel 3 

Batas Wilayah Desa Kampung Anyar 

Batas Desa Kecamatan 

Sebelah utara Ds. Bulusari dan Grogol Kalipuro dan giri 

Sebelah Selatan Ds. Tamansari Licin 

Sebelah timur Ds. Taman Suruh Glagah 

Sebelah Barat Hutan lindung Bondowoso  

Sumber: Profil Desa Tahun 2017 

a. Kependudukan Desa Kampung Anyar 

Desa Kampung Anyar memiliki jumlah penduduk sebesar 4.742 penduduk 

pada tahun 2017, dengan perbandingan penduduk laki-laki sebanyak 2.346 orang 

sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2.396 orang. 
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Tabel 4  

Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin. 

Uraian Keterangan 

1 Jumlah laki-laki 2.346 orang 

2 Jumlah perempuan 2.396 orang 

3 Jumlah total 4.742 orang 

4 Jumlah kepala keluarga 1.734 KK 

5 Kepadatan penduduk 300 per km2 

Sumber : Profil Desa Tahun 2017 

Tabel 5 

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan. 

No Tingkat Pendidikan Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Tamat S-1/sederajat 50 35 85 

2 Tamat SD/sederajat 500 400 900 

3 Usia 18-56 tahun pernah SD tetapi tidak 

tamat 

30 50 80 

4 Tamat SMP/sederajat 250 150 400 

5 Usia 18-56 tahun tidak pernah sekolah 100 150 250 

6 Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah 300 230 530 

7 Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK 150 70 220 

 1.380 1.085 2.465 

Sumber : Profil Desa Tahun 2017 
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b. Karakteristik Perekonomian Penduduk Desa Kampung Anyar 

Mayoritas masyarakat Desa Kampung Anyar mempunyai mata pencaharian 

sebagai petani dan pekebun. Yang bermata pencaharian sebagai petani sebanyak 

3.095 orang, yang bermata pencaharian sebagai pekebun sebanyak 1.346 orang, 

yang bekerja sebagai pedagang keliling sebanyak 14 orang, PNS sebanyak 37 

orang, yang bekerja kontraktor sebanyak 5 orang, pengusaha kecil dan menengah 

sebanyak 43 orang, pensiunan Polri/PNS sebanyak 4 orang, yang bekerja sebagai 

montir sebanyak 7 orang, guru 11 orang, tukang sopir sebanyak 16 orang, tukang 

jahit 5 orang, karyawan perusahaan swasta sebanyak 5 orang, dan yang tidak 

mempunyai mata pencaharian tetap sebanyak 24 orang dan sebagian dari jumlah 

tersebut ikut bertani dan berkebun. 

Dari jumlah mata pencaharian di atas terlihat bahwa sektor pertanian dan 

perkebunan menjadi sektor penting dalam menunjang perekonomian masyarakat 

Desa Kampung Anyar. Kemudian sektor pariwisata menjadi salah satu pendukung 

perekonomian masyarakat Desa Kampung Anyar, seperti Air Terjun Jagir, 

Perkebunan Kalibendo, dan air terjun lainnya. 

Tabel 6 

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kampung Anyar  

No Pekerjaan Jumlah orang 

1 Petani 3.095 

2 Pekebun 1.346 

3 Pedagang keliling 14 

4 PNS 37 

5 Kontraktor 5 
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6 Pengusaha kecil dan menengah 43 

5 Pensiunan Polri/PNS 4 

6 Montir 7 

7 Guru 11 

8 Tukang sopir 16 

9 Tukang jahit 5 

10 Karyawan perusahaan swasta 5 

11 Kerja tidak tetap 24 

Jumlah Total Penduduk 4.612 

Sumber : Profil Desa Tahun 2017 

c. Sarara dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang ada di Desa Kampung Anyar ini cukup memadai 

yang mana bertujuan untuk memudahkan kegiatan seluruh warga desa yang dapat 

mendukung pembangunan desa dengan baik. Berikut inii sarana dan prasarana yang 

terdapat di Desa Kampung Anyar antara lain : 

1) Fasilitas Pendidikan 

Desa Kampung Anyar merupakan desa yang dekat dengan hutan lindung, 

gunung ijen, dan perkebunan. Desa Kampung Anyar membutuhkan sumber daya 

manusia yang berkualitas agar bisa membangun desa dengan memaksimalkan 

potensi yang ada. Fasilitas pendidikan yang ada di desa Kampung Anyar hanya 

ada 2 gedung SD dan 2 gedung TK. Dan terdapat 1 Perpustakaan di Kantor desa 

Kampung Anyar. Sedangkan untuk tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA 

belum ada di Desa Kampung Anyar. Dengan adanya fasilitas pendidikan 
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tersebut bisa membantu pertumbuhan sumber daya manusia di desa Kampung 

Anyar. 

2) Fasilitas Peribadatan 

Desa Kampung Anyar mayoritas berpenduduk muslim sehingga di setiap 

sudut desa pasti ada fasilitas peribadatan. Adapun fasilitas peribadatan di Desa 

Kampung Anyar sebanyak 34 yang terbagi menjadi dua bagian, Masjid sebanyak 

7 dan Musholla/Langgar sebanyak 27. Salah satu tempat ibadah tersebut di 

jadikan tempat belajar mengaji bagi anak-anak dan tempat tahlil dan yasinan 

masyarakat desa. 

3) Fasilitas Olah Raga 

Pemuda Desa Kampung Anyar mayoritas menyukai olah raga dan 

didukung oleh fasilitas yang memadai seperti; lapangan bola voli sebanyak 

empat lapangan dan satu lapangan sepak bola. Dan di Desa Kampung Anyar 

selalu ada turnamen bola voli yang di adakan satu tahun sekali yang bertepatan 

pada awal tahun. 

4) Fasilitas Umum 

Fasilitas Desa Kampung Anyar merupakan sarana pendukung yang 

berperan penting bagi kegiatan-kegiatan masyarakat Desa. Di setiap aktifitas 

pasti memerlukan fasilitas untuk mensukseskan atau menjalankan aktifitas 

tersebut. Adapun fasilitas umum yang ada di Desa Kampung Anyar adalah 

tersedianya Balai Desa yang cukup baik, Balai Desa tersebut dilengkapi dengan 

ruang pertemuan, ruang pelayanan, tempat olah raga, dan lain sebagainya. 

Fasilitas umum selanjutnya adalah adanya akses jalan yang 

menghubungkan antara desa yang ke desa yang lainnya. Dan fasilitas umum 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82 
 

yang tidak kalah penting adalah adanya saluran drainase, fasilitas ini sangat 

membantu masyarakat desa Kampung Anyar untuk melaksanakan aktifitas 

pertanian. 

d. Kondisi Sosial Keagamaan Desa Kampung Anyar 

Penduduk Desa Kampung Anyar hampir 100% memeluk agama Islam, yaitu 

sebanyak 2.175 laki-laki dan 2.174 perempuan beragama Islam, jika ditotal 

menjadi 4.349 orang. Di Desa Kampung Anyar ada segelintir orang yang beragama 

Katholik sebanyak 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Walaupun ada 

perbedaan kepercayaan di Desa Kampung Anyar, penduduknya saling 

menghormati satu sama lain. 

e. Kondisi Intraksi Sosial Dan Budaya Masyarakat Desa 

Penduduk Desa Kampung Anyar mayoritas beretnis Jawa, yaitu 1.300 orang 

laki-laki dan 1.500 orang perempuan, jika di total menjadi 2.800 orang. Sedangkan 

sisanya beretnis Madura, yaitu 800 orang laki-laki dan 758 orang perempuan 1.558 

orang. 

Tingkat kerukunan masyarakat di Desa Kampung Anyar ini sangat terjaga 

dengan baik, hal tersebut tidak terlepas dari mayoritas penduduknya yang 

beragama Islam yang selalu mengadakan kegiatan sosial keagamaan yang diadakan 

oleh masyarakat. Kegiatan sosial keagamaan yang sering dilakukan berupa tahlilan 

dan yasinan. Kegiatan ini juga menjadi suatu sarana diskusi untuk membahas dan 

mencari pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. 
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f. Struktur Organisasi Desa Kampung Anyar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Kepala Desa 

a) Menyelenggarakan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang 

ditetapkan bersama BPD 

b) Mengajukan rancangan peraturan Desa 

c) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapapersetujuan bersama 

BPD 

d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa 

untuk  dibahas dan ditetapkan bersama BPD 

e) Membina kehidupan masyarakat Desa 

f) Membina ekonomi Desa 

g) Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif 
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h) Mewakili desanya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa 

hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;  

i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

2) Sekertaris Desa 

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan 

melaksanakan pengelolaan administrasi Desa, mempersiapkan bahan 

penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa. 

Fungsi : 

a) Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk 

kelancaran tugas Kepala Desa 

b) Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan 

c) Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara 

d) Penyiapan bahan penyusunan Peraturan Desa 

e) Penyiapan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 

f) Pengkoordinasian Penyelenggaraan tugas-tugas urusan; dan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa. 

3) Kepala Urusan (KAUR) Keuangan 

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

sumber pendapatan Desa, pengelolaan administrasi keuangan Desa dan 

mempersiapkan bahan penyusunan APD Desa. 

Fungsi : 

a) Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan Desa 

b) Persiapan bahan penyusunan APD Desa; dan 

c) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa. 
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4) KAUR Pemerintahan 

Tugas Pokok : Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan 

administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman 

dan keterlibatan masyarakat Desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan 

penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Desa. 

Fungsi : 

a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan 

b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan Desa dan keputusan 

Kepala Desa 

c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan 

d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi Desa 

e) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan 

masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintah Desa 

f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang 

berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban 

masyarakat dan pertahanan sipil; dan 

g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepada Desa. 

5) KAUR Umum 

Tugas Pokok : Membantu Sekretaris Desa dalam melaksanakan administrasi 

umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta 

mempersiapkan bahan rapat dan laporan. 

Fungsi : 

a) Pelaksanaan, pengendalianan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta 

pengendalian tata kearsipan  
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b) Pelaksanaan pencatatan inventarisasi kekayaan desa 

c) Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum 

d) Pelaksanaan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor 

serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor 

e) Pengelolaan administrasi perangkat desa 

f) Persiapan bahan-bahan laporan 

g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekertaris desa. 

6) KAUR Kesejahteraan Rakyat 

Tugas Pokok: Membantu Kepala Desa dalam melaksanakan dalam penyiapan 

bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan Program Keagamaan serta 

melaksanakan program pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan. 

Fungsi:  

a) Penyiapan bahan untuk melaksanakan program kegiatan keagamaan 

b) Penyiapan dan pelaksanaan program perkembangan kehidupan beragama 

c) Penyiapan bahan dan pelaksanaan program, pemberdayaan masyarakat dan 

sosial kemasyarakatan 

d) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa 

7) KAUR Ekonomi 

Tugas Pokok: membantu Kepala Desa dalam melaksanakan penyiapan bahan 

perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi 

Desa, pengelolaan administrasi pembangunan, pengelolaan pelayanan 

masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan dan pelaksanaan tugas 

pembantuan. 
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Fungsi:  

a) Penyiapan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi 

masyarakat. 

b) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan 

c) Pengelolaan tugas pembantuan 

d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa 

8) Kepala Dusun 

Tugas Pokok: 

a) Membantu melaksanakan tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya 

b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong 

royong masyarakat 

c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada 

masyarakat 

d) Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinassikan kegiatan 

RW dan RT di wilayah kerjanya 

e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa 

Fungsi 

a) Melakukan koordinasi terhadap jalanya pemerintah Desa, pelaksanaan 

pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun 

b) Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan 

yang menjadi tanggung jawabnya 

c) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya 

gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian 
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d) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketentraman 

dan ketertiban masyarakat 

e) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Kepala Desa. 

9) Staf IT / Pelayanan 

Administrasi Pemerintahan Desa: 

a) Pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) 

b) Pembuatan Kartu Keluarga (KK) 

c) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) 

d) Surat Keterangan Lalu Lintas  

e) Surat Keterangan NTCR 

f) Surat Pengantar Pernikahan 

g) Surat Keterangan Naik Haji 

h) Surat Keterangan Domisili 

i) Surat Keterangan Pengantar Kepolisian 

j) Surat Keterangan Pindah 

k) Surat Keterangan Lahir/Mati 

l) Surat Keterangan Ke Bank dll 

m) Surat Keterangan Wesel 

n) Surat Keterangan Jual Beli Hewan 

o) Surat Keterangan Izin Keramaian 

p) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli hasil bumi dikenakan dai harga 

transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli dan penjual 

q) Pengenaan pungutan  atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari 

harga transaksi jaul beli dan dikenakan kepada penjualdan pembeli 
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r) Surat Keterangan Tebang Kayu atau Bambu 

s) Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMDes 

t) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran 

4. Smart Kampung 

a. Definisi Smart Kampung  

Smart Kampung adalah konsep pengembangan masyrakat dalam suatu 

komunitas untuk melakukan sesuatu secara cerdas/pintar/bijak dalam mengatasi 

berbagai permasalahan dengan kemampuan sumberdaya yang tersedia terkait 

dengan adat istiadat setempat dan norma-norma yang berlaku didalamnya. Atau 

smart kampung adalah suatu program yang berbasis teknologi khususnya 

masyarakat desa dan pusat pelaksana di kantor desa. Smart kampung mempunyai 

beberapa tujuan 

1) Sebagai pedoman dalam memadukan penyusunan rencana program kerja 

pemerintah kabupaten yang terpadu 

2) Mensinergikan program kerja setiap SKPD agar dapat dilaksanakan secara 

efektif, efisien dan tepat sasaran. 

3) Meningkatkan fungsi pemerintah desa dalam mendukung pelaksanaan program 

kerja pemerintah kabupaten. 

4) Meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat agar dapat langsung 

dinikmati oleh lapisan masyarakat paling bawah. 

5) Meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan 

program kerja pemerintah kabupaten. 

6) Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan scara terpadu. 
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Ruang lingkup smart kampung meliputi semua program kerja pemerintah 

kabupaten yang dilaksanakan oleh SKPD prioritas: pelayanan publik, 

pemberdayaan ekonomi, kesehatan, kemiskinan, informasi hukum, pendidikan, 

seni, budaya, dan peningkatan kapasitas SDM. Dalam segi pelayanan publik smart 

kampung mengenalkan desa ke kancah global, Banyuwangi berpengalaman dalam 

memperbaiki pelayanan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat lewat TIK 

(teknologi informasi dan komunikasi).  

Pemerintah Banyuwangi mengagas dan mengeluarkan kebijakan tentang 

program smart kampung dengan mempunyai alasan sebagai berikut: Banyuwangi 

adalah kabupaten terbesar di Pulau Jawa, jarak dari desa ke pusat kota adalah sekitar 

2 sampai 3 jam.  Dengan jarak yang cukup jauh menyebabkan pelayanan tidak 

merata ke semua lini masyarakat dan desa tak akan berkembang. Di zaman modern 

yang pesat perkembangannya memaksa masyarakat terlibat di dalamnya, seperti 

berkembangnya teknologi membuat pemerintah Banyuwangi mempunyai inisiatif 

mengembangkan desa dengan teknologi. Dengan adanya smart kampung yang 

berbasis teknologi pelayanan publik yang dulunya banyak terjadi masalah 

(mahal/tidak praktis, sulit diakses, pelayanan lambat, korupsi, tidak diapresiasi oleh 

masyarakat), dan sekarang mengalami peningkatkan atau perbaikan dalam segi 

pelayanan publik (gratis/praktis, transparan/mudah diakses, pelayanan cepat, 

pemerintah bebas korupsi, didukung/diapresiasi). 

b. Alur Pelayanan Masyarakat Melalui Smart Kampung 

Rancang alur pelayanan harus dapat menampung semua kegiatan pelayanan 

publik melalui smart kampung. Merinci alur pelayanan diperlukan untuk 
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merancang alur pelayanan. program smart kampung mempunyai alur pelayanan 

sebagai berikut: 

Gambar 2 

Alur Pelayanan Masyarakat Melalui Smart Kampung 

 
Sumber: Kantor Desa Kampung Anyar 

Dari gambar 2 dapat dilihat dalam proses pengajuan pelayanan masyarakat 

dapat dilakukan melalui: 

1) Masyarakat mengajukan permohonan pelayanan melalui SMS Center 

2) Pemerintah desa melakukan verifikasi data dengan data kependudukan dan 

melakukan entri data surat pemohon. 

3) Jika  pemohon  bukan  penduduk  asli  ataupun  data  yang  diperlukan  masih  

kurang  maka  kepala  lingkungan  RT/RW  mendapatkan  pemberitahuan  

melalui SMS. 

4) Aparatur kecamatan melakukan verifikasi data pada tingkat kecamatan 

5) Sekretasis Camat melakukan persetujuan untuk dilanjutkan ke Camat 
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6) Camat memberikan persetujuan permohonan 

7) Jika lebih dari 30 hari permohonan tidak diproses maka operator kecamatan akan 

mendapatkan peringatan dari SMS center 

8) Setelah  permohonan  selesai,  melalui  kepala  lingkungan  RT/RW  akan 

mendapatkan pemberitahuan SMS. 

Dari  proses  tersebut  menunjukkan  bahwa  untuk  mendapatkan pelayanan, 

masyarakat dapat mengajukan melalui saran teknologi informasi dna segera 

diproses. Hal  ini  dapat  dilakukan  karena  adnaya  integrasi  data  dan  informasi  

kependudukan sebagai basis data dalam program Smart Kampung. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan  berbasis teknologi informasi integrasi atau 

keterpaduan data menjadi hal yang utama. 

c. Aplikasi dan Jaringan Smart Kampung 

Smart Kampung adalah program yang berbasis teknologi, jadi menyediakan 

aplikasi dan jaringan adalah salah satu proses implementasi pelayanan. Jaringan 

wifi yang disediakan oleh pemerintah Desa berasal dari anggaran yang dilakosikan 

dalam APBDes melalui Anggaran Dana Desa. Dan Pemerintah Banyuwangi 

menambah besaran ADD dan memfasilitasi kerja sama antara desa dengan telkom. 

Semua data yerintegrasi dengan data kependudukan dan dengan instansi lain seperi 

Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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Gambar 3 

Aplikasi Online dan Offline SIMDES 

 
Sumber: Aplikasi Online di Kantor Desa Kampung Anyar 

 
Sumber: Aplikasi Offline Simdes Dikantor Desa Kampung Anyar 

Aplikasi online yang terdapat di program smart kampung sangat mudah 

mengoperasikan. Para petugas desa seperti operator smart kampung dan staff IT 

hanya perlu memasukkan Nomor Induk Kependudukan, setelah itu pilih jenis surat 

yang diingikan masyarakat. Hanya dengan dua kali “klik” surat dan data yang 

dibutuhkan telah terisi lengkap, tinggal dimintah tanda tangan Kepala Desa. Dan 
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ada yang istimewah dari aplikasi Smart Kampung ini, jika Kepala Desa sedang 

tidak ada di kantor surat yang diinginkan masyarakat tetap bisa dibuat karena kepala 

desa bisa menandatangani dokumen secara elektronik. Dan untuk di kecamatan juga 

bisa di menandatangani dokumen secara elektronik dengan syarat kepala desa tidak 

bisa menandatangani secara elektronik dan desa menyertakan surat pernyataan 

keaslian dokumen. Jaringan fiber optik di Desa Kampung Anyar sering mengalami 

gangguan, tapi pihak desa mencari solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan 

meluncurkan aplikasi offline yang bernama Simdes. 

Gambar 4 

Contoh Surat yang Melalui Aplikasi Offline

 
Sumber: Kantor Desa Kampung Anyar 
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Aplikasi offline berfungsi untuk mengatasi gangguan jaringan yang 

mengakibatkan keterlambatan dalam penyelesaian pelayanan. pelayanan offline 

juga bisa menyelesaikan pelayanan kurang lebih satu menit dengan syarat semua 

persyaratan lengkap. Tapi aplikasi SIMDES tidak bisa terintegrasi dengan data 

kependudukan atau tidak bisa terintegrasi ke instansi lain (Kecamatan dan Dinas 

instansi lain, dan secara otomatis tidak bisa menegesahkan dan mengeluarkan 

dokumen yang dibutuhkan dari Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. 
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B. Penyajian Data 

1. Implementasi Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart 

Kampung Di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

 

Sebagaimana di kutip dari tangkilisan  menyebutkan bahwa kebijakan publik 

ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, 

baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi 

kehidupan masyarakat. Menurut Aminullah dalam Muhammadi, bahwa kebijakan 

adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang 

diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang 

dan menyeluruh.79 

Dari kutipan diatas dapat dipahami bahwa dalam menetapkan suatu kebijakan 

maka pemerintah memperhatikan beberapa faktor diantaranya yaitu adanya masalah 

dan adanya isu yang berkembang dimasyarakat. Masalah yang terkait dengan 

kabupaten Banyuwangi adalah pelayanan yang buruk dengan wilayah yang sangat luas  

di jawa timur (luas sekitar 5,7 km2) dan dihuni oleh sekitar 1,5 juta jiwa, waktu tempuh 

dari desa ke pusat kota bisa sampai dua bahkan tiga jam. Hal inilah yang menyebabkan 

pelayanan tidak menyeluruh ketingkat desa. Melihat fakta tersebut pemerintah 

Banyuwangi menetepkan suatu kebijakan berkaitan dengan pelayanan publik. Dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bupati Banyuwangi No.18 Tahun 2016 maka diharapkan 

pemerintah dapat melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan mendatangkan manfaat 

bagi masyarakat sesuai dengan aturan perundang-undangan. 

 Setelah suatu kebijakan diterapkan, implementasi merupakan cara sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuan. Dalam pelaksanaan implementasi suatu peraturan  

                                                            
79 Tangkilisan, Hesel Nogi, kebijakan Publik yang Membumi. (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003) 2 
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daerah selalu mengikuti perkembangan zaman, dimana zaman modern sangat tidak 

bisa dipisahkan dengan teknologi. Smart Kampung adalah salah satu program yang 

bebasis teknologi khususnya di desa. Kemampuan teknonologi yang canggih dan 

manejemen yang sudah tertata, mampu berkontribusi lebih terhadap peningkatan 

kualitas pelayanan publik secara luas dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. 

Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah. Tetapi kemudian 

ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara tersebut karena 

tidak dilaksanakan. Perbedaan yang paling penting antara suatu negara dengan negara 

yang lain tidak terletak pada bentuk atau ideologinya, tetapi pada tingkat kemampuan 

negara itu untuk melaksanakan pemerintahan. Tingkat kemampuan itu dapat dilihat 

pada kemampuan dalam mengimplementasikan setiap keputusan atau kebijakan yang 

dibuat oleh sebuah polibiro, kabinet atau presiden negara itu. 80 

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan 

kebijakan publik telah diterapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah 

dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan bila 

dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana 

berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk 

menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan81 

“Program yang digagas langsung oleh pemkab banyuwangi pada 31 mei 2016 
lalu yaitu program Smart Kampung. Program ini salah satunya untuk meningkatkan 
pelayanan publik ditingkat desa melalui teknologi.   Dengan fasilitas pelatihan dan 
alokasi dana, pihak desa sangat terbantu mengimplementasikannya. Pemkab 
Banyuwangi mengadakan pelatihan untuk lebih memahami program dan aplikasi 
Smart Kampung, dan pihak mengutus salah satu staff untuk ikut pelatihan lalu menjadi 
operator desa Smart Kampung. Berbagai langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah 

                                                            
80 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Bandung: Alfaberta, 2016) 24 
81 Winarno, Budi, Teori dan Proses kebijakan Publik. (Yogyakarta: Media Pressindo, 2002) 17 
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desa dalam mengwujudkan Smart kampung ini seperti merenovasi kantor desa karena 
desa menjadi pusat kegiatan warga, memperdalam dan menguasai aplikasi, dan 
mensosialisasikan program ke warga melalui RT, RW, Kepala Dusun. Pihak desa juga 
bekerjasama dengan pihak telkom, dan Untuk meningkatkan pelayanan pihak desa 
meluncurkan sebuah aplikasi offline yang benama SIMDES.”82 

 
Bedasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program smart 

kampung adalah program terintegrasi dengan sistem perencanaan dengan anggaran 

pemerintah desa. Pengembangan smart kampung didasarkan pada program yang 

menyentuh langsung pada kepentingan publik dan berbasis pada penggunaan 

teknologi informasi yang terintegrasi. Untuk mengimplementasi program smart 

kampung Pemerintah Banyuwangi memfasilitasi pelatihan untuk staff desa yang 

menjadi operator smart kampung, mengalokasikan dana untuk jaringan WIFI dan 

merenovasi kantor desa. Untuk membantu terimplementasinya program pihak desa 

berkerjasama dengan RT, RW, Kepala desa, dan telkom. 

Gambar 5 

Kantor Desa Kampung Anyar Sesudah Renovasi 

 

Salah satu proses implementasi Perbup no. 18 tahun 2016 tentang integrasi 

pelayanan smart kampung di desa Kampung Anyar Kecamatan Galagah Kabupaten 

                                                            
82 Wawancara dengan bapak Jajang Nuryaman selaku operator desa pada tgl 28 Desember 2017  
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Banyuwangi yaitu merenovasi kantor desa karena program smart kampung 

menjadikan kantor desa pusat kegiatan warga dan pusat pelayanan publik. Kantor desa 

yang dulunya tidak pernah dikunjungi warga, ruang dan lahan yang sangat minim, dan 

staff desa yang jarang masuk kantor. Sekarang mengalami renovasi total seperti 

memperluas lahan dan ruangan, memperbaharui semua fasilitas di kantor desa, dan 

staff yang mulai sadar akan tanggung jawab dan tugas pokok yang di sandang masing-

masing staff. 

Gambar 6 

BUMDES  

 
Sumber: Koperasi Desa Kampung Anyar 
 
Salah satu fasilitas yang baru dirintis karena adanya program Smart Kampung 

adalah koperasi desa atau Badan Usaha Milik Desa yang bernama Sejahtera Mandiri. 

BUMdesa menyediakan obat-obatan pertanian, alat tulis kantor, foto copy, cetak 

undangan, kayu lokal segala ukuran. BUMDes sebagai usaha seluruh atau sebagian 
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besar modalnya dimilik oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal 

dari kekayaan desa. Pengembangan BUMDes merupakan bentuk penguatan terhadap 

lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi lokal 

dengan berbagai jenis potensi yang ada di desa.  

Gambar 7 

Taman Bermain dan mengakses Wifi 

 
Sumber: Kantor Desa Kampung Anyar 
 
 Demi kenyamanan masyarakat yang sedang mengurus administrasi di kantor 

desa pihak desa menyediakan taman bermain anak dan tempat mengakses wifi. 

Meskipun tempat dan wahana bermain sangat minim, setidaknya sedikit 

menghilangkan bosan saat menunggu selesainya pelayanan.  

Pengertian pelayanan publik menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh 
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penyelenggara pelayanan publik. Dari pendapat dan pengertian pelayanan publik di 

atas dapat dipahami bahwa pelayanan publik adalah pemberian layanan atau melayani 

kebutuhan, kepentingan orang/masyarakat atau organisasi lain baik di pusat atau di 

daerah yang ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. 

Sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Segala 

bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 

menjadi tanggung jawab dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan daerah 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.83 

Surat keputusan MENPAN Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman 

Tatalaksana Pelayanan Umum, dalam pemjelasan mengenai “pola Pelayanan publik” 

dan seterusnya sebagian besar mengutip keputusan Menpan tersebut. Dengan maksud 

bahwa dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan memberikan dan 

menyediakan “pelayanan publik”, agar lebih relevan jika konsep yang digunakan 

bersumber dari kebijakan pemerintah itu sendiri. Penyelengaraan pelayanan dapat 

dilaksanakan dengan pola-pola pelayanan sebagai berikut: pola pelayanan fungsional, 

pola terpusat, pola terpadu, dan pola gugus tugas84. Smart Kampung adalah salah satu 

program yang besifat terpadu sebagaimana hasil wawancara ibu Preety selaku Staff IT 

desa Kampung Anyar. 

“Smart kampung adalah program pengembangan desa yang berbasis teknologi 
yang bersifat terpadu, semua urusan administrasi bisa diurus melalui satu pintu dan 
satu atap yaitu di kantor desa. Warga tidak harus repot mengurus ke kecamatan atau 
dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang letaknya dipusat kota, dari desa ini 
membutuhkan 2 jam ke kota. Dulu harus muter-muter”85 

 

                                                            
83 Yusnani Hasjimzum, Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Edisi Jurnal Dinamika 
Hukum (Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman 2014) 448 
84 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (jakarta: Mitra Wacana Media 
2011) 110 
85 Wawancara dengan ibu Preety selaku staff IT tanggal 22 Desember 2017 
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Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa: Smart Kampung 

merupakan pelayanan yang dilakukan lewat satu pintu dengan bantuan dua petugas di 

loket pelayanan yang pastinya sudah mahir IT. Kampung Anyar adalah salah stu desa 

yang jauh dari pusat kota, butuh sekitar 2 jam dari desa ke pusat kota. Yang dulunya 

warga kampung anyar kesulitan dalam mengurus administrasi, sekarang lebih mudah 

karena semua urusan administrasi bisa diurus di kantor desa. 

Senada dengan yang diungkapkan oleh bapak Jajang selaku operator Smart 

Kampung di desa Kampung Anyar.   

“Semenjak adanya smart kampung warga desa Kampung Anyar tidak kesulitan 
mengurus surat-surat seperti KTP, KK, Akte, dan lain-lain karena semua terpadu di 
kantor desa. Tidak usah khawatir untuk minta pengesahan surat k kecamatan atau 
Dispencapil karena di smart kampung ini tanda tangan dari camat bisa langsung online, 
jangan takut pemalsuan karena di desa menyertakan surat pernyataan bahwa suratnya 
asli. Warga hanya butuh surat pengatar dari RT, misal mau buat akte warga hanya 
lapor ke RT dan RT menghubungi desa melalui SMS, warga langsung ke kantor desa 
dengan membawah surat pernyataan dari RT yang di isi manual, surat pernyataannya 
disediakanoleh pihak desa, lalu pihak desa langsung mengirim data ke kecamatan dan 
dispencapil. Jadi pelayanan melalui smart kampung semua bisa di kantor desa.”86 

 
“Sudah dua kali menggunakan pelayanan ini tadinya ngurus domisili sangat 

cepat, saya pulang balik kesini jadi. Sekarang saya ngurus surat izin keterangan usaha, 
mau kredit ke BRI aja, belajar bisnis bebek. Saya merasa terbantu dengan pelayanan 
ini suruh nunggu saja, suratnya langsung jadi, yang penting ada E-KTP 10 menit 
selesai. Semuanya bisa diurus dikantor desa, pokoknya enak tidak ribet.87 

 
Pola terpadu adalah pola pelayanan yang yang besifat satu pintu dan satu atap, 

salah satu program yang bersifat terpadu adalah program smart kampung. Smart 

kampung yaitu bagaimana pemerintah meningkatkan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dapat dilakukan secara terpadu. Melalui smart kampung desa 

                                                            
86 Wawancara dengan Bapak Jajang Nuryaman selaku operator amart kampung pada tanggal 28 Desember 
2017 
87 Wawancara dengan Bapak Saiful Bahri selaku pengusaha menengah 
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Kampung Anyar dapat dilakukan secara terpadu atau terintegrasi pada setiap lini 

pelayanan terutama urusan pada tingkat pemerintah desa. Smart kampung memberikan 

ruang bagi program kerja pemerintah dalam segala bidang secara terintegras dan 

terpadu antar satu intansi pemerintah dengan pemerintah lain. Misalnya urusan di 

Desa, Kecamatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bisa di urus melalui satu 

pintu atau satu atap yaitu di kantor desa. Semua pengesahan surat bisa dilakukan secara 

online dan di sertakan surat pernyataan keaslian surat. Dan program smart kampung 

ini bertujuan meningkatkan Kualitas pelayanan publik di Desa Kampung Anyar 

Undang-undang pelayanan publik menegaskan bahwa standar pelayanan adalah 

tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualita pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada 

masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, 

terukur. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memeperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan 

kondisi lingkungan. Penyusun dan penetapan standar pelayanan penyelenggara wajib 

mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait, pengikut sertaan masyarakat dan 

pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan 

jenis pelayanan memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta 

memperhatikan keberagaman.88 Kualiats pelayanan publik bisa diwujudkan dengan 

melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan, maka prinsip-prinsip tersebut dapat 

dipahami dengan penjelasan sebagai berikut: Kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, 

Sarana dan prasarana, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan yang merata, dan 

                                                            
88 Agus Raharjo, Model Demokrasi dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Jurnal Univ Jend. Sudirman 
Purwukerto, (Dinamika Hukum, Vol 14. No 3, sept 2014) 447 
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ketepatan waktu.89 Prinsip pelayanan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh staff IT 

ibu Preety 

“Program smart kampung ini sangat sederhana karena persyartan atau tatacara 
sangat simple, misalnya ada warga yang mengurus akte (warga hanya butuh pengantar 
dari RT, fotocopy surat nikah, fotocopy KK), itu saja. Warga bisa melihat dan 
membaca persyaratan di depan kantor desa sudah lengkap ada tempelan-tempelan 
kertas, ada papan pengumuman, ada tv untuk melihat tata cara mengurus administrasi. 
Kita pihak desa sudah menyediakan ruang tunggu yang cukup dan tempat duduk yang 
memadai, toilet. tapi sejauh ini selama ada smart kampung, warga tidak perlu antri 
karena pelayanannya cepat. Ea disini masih tidak ada tempat duduk untuk yang cacat 
biasanya di bedakan tempat duduk orang cacat sama warga yang normal, dengan 
alasan biar pelayanan merata antara warga normal dan cacat, biar tidak kesulitan gitu 
mbak warganya yang cacat. Desa masih mengusahakan fasilitas itu dan kotak saran 
belum tersedia. Dan juga di Smart kampung tersedia aplikasi yang langsung 
tersambung atau singkron datanya dengan Kecamatan dan Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil. Jadi, kalau ada waga yang mau mengurus tidak usah nunggu lama 
tinggal di tanya nama semua data sudah keluar, tinggal memberi keterangan di 
suratnya mau buat apa. Tapi, kalau untuk KTP, KK, Akte, masih nunggu beberapa hari 
paling lambat ea seminggu. Begini mbak, kalau masalah biaya 0, rupiah semuanya 
sudah masuk anggaran desa, apalagi sekarang ada bantuan pos untuk mengantarkan 
berkas yang sudah selesai sampai rumah warga dan ongkirnya pun 0 rupiah atau bebas 
biaya. Dalam penyelesaiannya pun sudah lebih cepat bisa satu hari dengan syarat, 
persyaratan lengkap, dan tidak terjadi gangguan jaringan. Ea paling lambat satu 
minngu jika ada gangguan.”90 

 
Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Rudi Hartono Selaku Kepala 

Dusun Kopencungking. 

“Persyaratannya gampang kog mbak, dan sudah jelas terpampang di kantor desa. 
Di kantor desa ada papan pengumuman, banyak kertas yang di tempel, ada baliho, dan 
tv. Fasilitas nyaman semua bagi saya sih mbak. Tapi ea itu belum ada kotak saran, jadi 
warga yang mau komplain kebingungan, tapi saya selaku kepala dusun sering 
mensosialisasikan smart kampung ini sekalian biar tau keluhan warga. Dan 
alhamdulillah semua urusan tidak ada biaya, jangka penyelesaian pun lebih cepet dari 
pada yang dulu, tapi kadang satu minggu penyelesaiannya. Meskipun terjadi 
keterlambatan pihak desa selalu mengkomunikasikan dan meninformasikan kepada 

                                                            
89 Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik (Jakarta: Sinar Grafika. 2011) 80 
90 Wawancara dengan Ibu Preety selalu staff it pada tanggal 22 Desember 2017 
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warga terkait. Jadi tidak php gitu mbak. Sekarang juga ada pos untuk membantu desa 
mengantar surat yang sudah selesai.”91 

 
Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Asmuni selaku Ketua RT  

“Iya mbak saya pernah ngurus memperbaharui KK di kantor desa, semuanya 
cepat dan tidak ada biaya sama sekali. Tapi saya masih nunggu 3 hari selesai nya 
karena katanya pihak desa masih nunggu hasil dari dipendukcapil. Setau saya kalau 
pos memang ada tapi waktu itu saya mengambil sendiri KK yang sudah diperbaharui 
ke kantor desa. Saya merasa puas mbak kalau pelayanannya secepat dan semudah 
ini.”92 

 
Senada dengan yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Ali selaku guru ngaji 

di Desa Kampung Anyar 

“Saya tidak terlalu ngerti gimana cara jalan dari program smart kampung ini, 
cuma saya pernah nguruh surat nikah anak saya dan tidak serepot yang saya 
bayangkan, pengalaman saya kalau mau ngurus surat administrasi seperti KTP, KK, 
surat nikah itu masih harus muter-muter dan nunggu lama, sekarang sudah cepet, 
simple, gratis. Dan yang lebih saya suka di kantor desa fasilitasnya lengkap gak kayak 
dulu, saya saja males mau k kantor desa, kalau sekarang  ada ruang tunggu dan tempat 
duduk, ada TV, ada koran, ada toilet, ada papan pengumuman. Disamping fasilitas itu 
membuat warga gampang mencari informasi juga tidak bosen kalau nunggu selesai 
surat yang diurus, kan bisa baca koran. Pokok nya enak deh mbak”93 

Gambar 8 

Tempat Duduk 

 

Sumber: Ruang Tunggu di Kantor Desa Kampung Anyar 

                                                            
91 Wawancara dengan Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Dusun Kopencungking pada tanggal 28 Desember 
2017 
92 Wawancara dengan Bapak Asmuni Selaku Ketua RT pada tangal 28 Desember 2017 
93 Wawancara dengan Bapak Muhammad Ali selaku ustad guru ngaji pada tanggal 7 Januari 2108 
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a. Kesederhanaan 

Kesederhanaan ini mengandung arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 

diselengarakan secara mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta 

pelayanan.  prosedur pelayanan adalah rangkaian proses atau tata kerja yang 

berkaitan satu sama lain sehinga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti 

serta cara yang ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pelayanan. prosedur 

pelayanan harus sederhana dan tidak berbelit, mudah dipahami, dan mudah 

dilaksanakan. 

Prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam memberikan 

suatu pelayanan dapat dikatakan baik, hal ini dikarenakan kejelasan, kepastian, dan 

prosedural, artinya sudah sesuai dengan ketentuan yang belaku, karena telah ada 

prosedur dan persyaratan yang jelas dalam pelayanan administrasi di Kantor Desa 

Kampung Anyar. Prosedur yang jelas telah diterapkan dengan baik, seperti 

pelayanan membuat Kartu Keluarga warga hanya butuh membawah persyaratan 

surat nikah,dan pengantar dari RT. 

b. Sarana dan Prasarana 

Smart kampung adalah pelayanan administrasi yang menggunakan alat 

teknologi atau secara online di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah 

Kabupaten Banyuwangi yang mempunyai aplikasi untuk mensinkronkan dan 

terintegrasi dengan instansi lain. Fasilitas tersebut membuat data warga akan 

langsung keluar setelah memasukkan nama warga tinggal mengisi tujuan surat dan 

mencetaknya. Fasilitas yang diberikan bertujuan agar memudahkan warga 

Kampung Anyar dalam mengurus administrasi, meskipun masih ada kendala dalam 

jaringan yang sering lemot.  
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Selain itu tempat pelayanan (resepsionis dan ruang tunggu) memilik tempat 

yang lega dan memadai. Tempat yang memadai tersebut memberi kenyamanan 

kepada warga Kampung Anyar yang menggunakan layanan tersebut. Meskipun 

masih ada kendala dalam tempat yang duduk yang memisahkan antara warga 

disabilitas dengan orang yang normal. Pihak desa juga menyediakan layanan pos 

untuk mengantar surat yang sudah selesai sampai di rumah warga. Selain koran, 

TV, baliho, sudah tersedia. Tapi untuk kotak saran masih diusahakan. 

Gambar 9 

Media 

 

 Sumber: Sarana prasarana di Kantor Desa Kampung Anyar 
 

Sarana Prasarana yang di sediakan untuk proses implementasi program smart 

kampung yaitu: TV, Baliho, dan koran. Media massa adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pesan-pesan dan informasi dari sumber (pihak desa) dan 

khalayak (masyarakat) dengan mengunakan alat komunikasi mekanis. Dua fungsi 
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dari media massa adalah media massa memenuhi kebutuhan akan fantasi dan 

informasi. 

c. Keterbukaan 

Keterbukaan yang dimaksud adalah bersifat transparan atas pesyaratan, 

prosedur, waktu penyelesaian, pembiayaan. Di desa Kampung Anyar menyediakan 

TV, koran, baliho, papan pengumuman untuk membantu warga lebih mudah 

mengetahui tata cara pelayanan. Dengan adanya media tersebut sudah jelah 

pelayanan smart kampung yang ada di Desa Kampung Anyar bersifat terbuka.  

d. Ekonomis  

Segala biaya sebagai imbalan atas pemberian pelayanan semua nya gratis atau 

tidak dipungut biaya sama sekali. Meskipun di Desa Kampung Anyar memakai jasa 

pos untuk mengantar surat yang sudah selesai ke rumah warga, dari uraian tersebut 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik di Kantor Desa Kampung Anyar 

sangat baik dalam segi ekonomis dan biaya.  

e. Keadilan yang Merata 

Cakupan pelayanan harus di usahakan seluas mungkin dengan distribusi yang 

merata dan diberlakukan secara adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Di Desa 

Kampung Anyar Kecamatan Glagah dalam segi keadilan bisa dikatakan cukup baik 

karena tidak membedakan pemberian pelayanan dalam segi biaya, waktu 

penyelesaian, dan pesyratan. Meskipun sudah cukup baik masih ada kendala di 

ruang tunggu dan tempat duduk masih belum terpisahkan antara warga disabilitas 

dengan orang yang normal, padahal kategori Smart Kampung harus membedakan 

tempat duduk dan ruang tunggu. 
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f. Ketepatan Waktu 

Jangka waktu penyelesaian suatu pelayanan publik mulai dari di lengkapinya 

persyaratan teknis dan atau persyratan administrasi sampai selesainya suatu proses 

pelayanan harus tepat waktu dan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Terdapat 

kesamaan pendapat dari masyrakat, staaf desa, dan operator smart kampung penulis 

menyimpulkan bahwa tidak ada keluhan dari warga mengenai jadwal penyelesaian 

yang cepat dan tepat waktu. Penulis memperoleh data bahwa penyelesaian 

pelayanan di Kantor Desa sangat cepat bisa satu hari selesai jika persyaratan 

lengkap, namun masih ada kendala dalam jaringan yang menyebabkan selesainya 

pelayanan paling lambat satu minggu. Tapi meskipun ada keterlambatan pihak desa 

selalu aktif menginformasikan penyelesaian layanan kepada warga melalui RT atau 

Kepala Dusun. 

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat dalam Rangka Implementasi 

Perbup No.18 tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart Kampung Di Desa 

Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 

George C. Edward III dalam Subarsono mengemukakan beberapa 4 (empat) 

variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan yakni komuunikasi, 

sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat variabel tersebut saling 

berhubungan satu sama lain. 

a. Komunikasi, Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar 

implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan 

sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) 

sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu 

kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok 

sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensidari kelompok sasaran. 
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b. Sumberdaya. Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan 

konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk 

melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut 

dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan 

sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk imlementasi 

kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas 

menjadi dokumen saja. 

c. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti 

komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi 

yang baik, maka maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa 

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga 

menjadi tidak efektif. 

d. Struktur Organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memilki 

pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek 

struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang 

standar  (standard operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi 

setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan 

cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur 

birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas 

organisasi tidak fleksibel.94 

“Ya begini yang jelas apapun perubahan harus diawali dengan komunikasi 
yang baik biar tidak terjadi miskomunikasi. Seperti mengimplementasikan program 
ini yang pertama harus ada komunikasi antara pembuat keputusan, pelaksana 
keputusan, dan penerima keputusan. Misalnya pihak desa memmutuskan 
melibatkan RT untuk mengkomunikasikan dengan warga atau menginformasikan 

                                                            
94 Deddy Mulyadi, Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2016) 68 
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kepada warga. Yang jelas Sumberdaya harus memadai seperti staff desa yang 
kominikatif, jujur, disiplin, struktur yang jelas, dan yang lebih penting ada pihak 
penerima program atau warga.”95 

 
Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat 

mempengaruhi implementasi kebijakan adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi 

dan struktur birokrasi. pemerintah desa menginformasikan sebaik-baiknya, jelas, 

mudah dipahami dan tepat sasaran. Sumber daya yaitu staff yang cukup (jumlah 

dan mutu), kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas atau tanggung 

jawab. Dan adanya struktur organisasi yang mengatur tata aliran pekerjaan dan 

pelaksanaan kebijakan. 

Gambar 10 

Resepsionis dan Operator 

 

Sumber: Tempat Resepsionis, Operator smart kampung di Desa Kampung Anyar 
 

                                                            
95 Wawancara dengan ibu Siti Latifah Hairiyah selaku Kepala Desa Kampung Anyar pada tanggal 22 Desember 
2017 
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Selain itu di Desa Kampung Anyar dalam segi biaya, sarana prasarana, waktu 

penyelesaian yang sangat baik dan menunjukkan kualitas pelayanan publik yang sudah 

termasuk standar pelayanan yang berkualitas. Kualitas pelayanan juga dapat 

mempengaruhi keberhasilan dari implementasinya smart kampung sesuai Perbup No. 

18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart Kampung. 

Proses implementasi gagal mewujudkan tujuan jika terjadi beberapa hal. 

Menurut Anderson, hal tersebut dapat disebabkan oleh faktor berikut: sumber daya 

yang tidak memadai, cara implementasi yang tidak tepat (misalnya, pilihan-pilihan 

tindakan yang kontra produktif), masalah publik sering disebabkan banyak faktor, 

tetapi kebijakan yang dibuat hanya mengatasi satu faktor, cara menanggapi kebijakan 

yang dapat mengurangi dampak yang diinginkan, tujuan-tujuan kebijakan tidak 

sebanding, bahkan bertentangan satu sama lain, biaya yang dikeluarkan jauh lebih 

besar dari masalahnya, banyak masalah publik yang tidak dapat diselesaikan, timbul 

masalah baru sehingga mendorong pengalihan perhatian tindakan, sifat dari masalah 

yang akan dipecahkan96 

“Ya seperti yang tadi saya jelaskan mbak, sejauh ini smart kampung 
terimplementasi ke warga sekitar 80%, kendalanya 5% bagi warga awam yang apatis 
terhadap kegiatan urusan administrasi dan 5% nya tentang penyelesaian yang molor 
sampek satu minggu yang seharusnya satu hari selesai dikarenakan lemot jaringannya 
tapi pihak desa sudah melakukan perbaikan dengan melucurkan aplikasi offline yang 
yaitu SIMDES tapi masih tetap belum bisa kalau mentrasfer data k kecamatan dan 
dispencapil. Selain itu 10% nya blum adanya tempat duduk dan ruang tunggu yang 
terpisah dan tidak adanya kotak saran. Tapi pihak desa sudah mengusahakan tempat 
tersebut dan untuk kotak saran sebelum adanya kotak saran kita mengerahkan kepala 
dusun untuk selalu turun ke masyarakat.”97 

 

                                                            
96 Sahya Anggara, Kebijakan Publik (Bandung: Pustaka Setia, 2014) 283 
97 Wawancara dengan ibu Siti Latifah Hairiyah selaku Kepala Desa Kampung Anyar pada tanggal 22 Desember 
2017 
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Pernyataan yang disampaikan Kepala Desa dikuat kan dengan yang disampaikan 

oleh Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Dusun Kopencungking dan senada dengan 

yang di sampaikan oleh Ibu Tohema (warga awam dan seorang petani). 

“Iya di desa belum ada kotak saran mbak jadi saya selaku kepala dusun selalu 
mensosialisasikan ke warga sekalian mendapatkan keluhan. Ea keluhannya cuma ada 
keterlambatan tapi sudah di konfirmasi sama pihak desa. Menurut saya itu saja dan 
warga sudah cukup puas dengan Smart Kampung tapi disini ada warga awam yang 
tidak mau tau soal begituan jadi sulit untuk mensosialisasikan.”98 

 
“Begini mbak satu bulan yang lalu anak saya melahirkan, saya tau di desa sudah 

ada program smart kampung tapi awalnya saya belum percaya kalau gratis, dan praktis. 
Saat suami anak saya mau ngurus akte kelahiran, saya melarang keras kalau ngurusnya 
di desa tapi menantu anak saya tetep ngurus di desa karena mulai awal nikah (ngurus 
surat pernyataan nikah, kartu keluarga) semuanya di desa dan urusannya bener-bener 
praktis dan gratis. Hanya saja kalau akte kelahiran saya fikir lebih praktis dan gratis di 
bidannya langsung, eh ternyata setelah dua hari menantu saya ngurus akte kelahiran 
semuanya selesai dan gratis”. 99 

 
“Saya tidak tau apa itu smart kampung, karena saya males mau ngurus KTP, KK 

atau yang lain yang penting kerja dan bisa makan. Ya kalau mau ngurus saya nyuruh 
anak mbak.”100 

 
Hambatan yang dialami oleh Kampung Anyar dalam rangka implementasi 

kebijakan pemerintah tentang program smart kampung yang berbasis teknologi. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yang terkait dan sudah dipilih dapat 

disimpulkan bahwa: Pertama, kurangnya sarana prasarana yang tidak sesuai standart 

yang telah ditentukan yaitu: menyediakan tempat duduk dan ruang tunggu bagi warga 

disabilitas tapi di Kantor Desa belum menyediakan dan dari pihak desa belum ada 

kejelasan untuk menyediakannya. Tidak adanya kotak saran yang seharusnya bisa 

menampung keluhan warga, untuk sementara desa menginisiasi dengan mengutus dan 

                                                            
98 Wawancara dengan Bapak Rudi Hartono selaku Kepala Dusun Kopencungking pada tanggal 28 Desember 
2017 
99 Wawacara dengan Bapak Matsaleh (warga awam atau seorag pekebun) pada tanggal 20 april 2018 
100 Wawancara dengan Ibu Tohema (warga awam dan seorang petani) pada tanggal 7 januari 2018 
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memberi tugas kepada Kepala Dusun untuk meningkatkan blusukan di Desa. 

Keuntungannya selain mengetahui keluhan juga untuk mensosialisasikan dan 

menginformasikan kepada warga. 

Kedua, Jaringan yang sering mengalami gangguan berdambak keterlambatan 

dalam penyelesaian dokumen. Untuk menginisiasinya pihak desa meluncurkan 

aplikasi SIMDES dan menginformasikan keterlambatan kepada warga terkait. Ketiga, 

kurangnya sosialisasi dari pihak desa yang berdambak ketidak percayaan masyarakat 

kepada desa. Dan warga awan yang apatis. 
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C. Pembahasan 

1. Implementasi Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart 

Kampung di Desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi. 

 

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino101 mendefinisikan 

kebijakan publik sebagai hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya. 

Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, 

karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. 

Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 

a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena 

maknanya adalah hal yang dikerjakan untuk tujuan nasional 

a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas 

yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. 

Implementasi menurut teori Jones adalah proses mewujudkan program hingga 

memperlihatlkan hasilnya, sedangkan menurut Van Horn dan Van Meter adalah 

tindakan yang dilakukan pemerintah. Jadi implementasi adalah tindakan yang 

dilakukan setelah suatu kebijakan ditetapkan. Implementasi merupakan cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan. Tujuan kebijakan adalah melakukan 

intervensi, sedangkan implementasi adalah tindakan intervensi itu sendiri.  

Implementasi suatu kebijakan pada dasarnya adalah suatu perubahan atau 

transformasi yang bersifat multiorganisasi, dimana perubahan yang diterapkan melalui 

strategi implementasi kebijakan ini mengaitkan berbagai lapisan masyarakat. Oleh 

karena itu, keberhasilan sangat ditentukan oleh strategi kebijakan yang tepat yang 

                                                            
101 Leo Agustino, Dasar‐Dasar Kebijakan Publik, (Bandung: Alfabeta, 2008) 6 
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mampu mengakomodasi berbagai pandangan dan kepentingan yang berbeda dalam 

masyarakat. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses 

kebijakan. Banyak kebijakan yang baik yang mampu dibuat oleh pemerintah. Tetapi 

kemudian ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam kehidupan negara 

tersebut karena tidak dilaksanakan. Implementasi yang telah dilakukan oleh pihak-

pihak terkait yaitu pemerintah Banyuwangi selaku pemegang kebijakan penuh, 

Pemerintah Desa Kampung Anyar selaku implementor kebijakan, serta partisipasi 

masyarakat.  

Menurut penulis, kebijakan Pemerintah tentang smart kampung, program yang 

berbasis IT muncul untuk mengatasi permasalahan pelayanan yang tidak merata 

sampai di tingkat desa, akibat akses pelayanan yang membutuhkan waktu panjang. 

Melihat fakta Kabupaten Banyuwangi adalah daerah yang mayoritas wilayah pedesaan 

dan jarak tempuh dari desa ke pusat kota cukup memakan waktu. Pemerintah sebagai 

aktor yang paling dominan dalam mengatasi isu-isu masalah yang timbul di 

lingkungan baik perkotaan atau di pedesaan. Dari itu Pemerintah Banyuwangi 

mengagas kebijakan atau program yang berbasis IT khususnya di desa dalam segi 

pelayanan publik. 

Pada skripsi penulis kali ini yang membahas tentang implementasi kebijakan 

program smart kampung yang tertuang atau ditetapkan dalam Perbup No.18 Tahun 

2016 tentang integrasi pelayanan smart kampung. untuk menerapkan dan mewujudkan 

kebijakan pemerintah tentang smart kampung di desa Kampung Anyar. Pemerintah 

kabupaten banyuwangi bekerja sama dengan Telkom untuk memasang jaringan wifi 

di desa. Sedangkan pemerintah Desa berkomitmen memfasilitasi sarana prasarana 

seperti, tempat duduk atau ruang tunggu, media informasi, resepsionis, oprator smart 
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kampung, dan lain-lain. Level pencapaian target tersebut tergantung dalam 

implementasian sebuah kebijakan. Pembahasan yang berbicara tentang implementasi 

program smart kampung di Desa Kampung Anyar, mulai dari letak geografis, 

kependudukan, struktur desa menyertai tugas pokok dan fungsi, alur pelaksanaan 

smart kampung. mengawal penulisan kemudian direalisasikan berdasarkan data. 

Model keberhasilan implementasi menurut George C. Edward mengemukakan 

bahwa keberhasilan implementasi berdasarkan 4 komponen seperti: komunikasi, 

sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi. berdasarkan data yang di peroleh dan sudah  

dpaparkan sebelumnya bahwa implementasi Perda No. 18 tahun 2016 tentang integrasi 

pelayanan smart kampung bisa di katakan cukup baik karena sudah menyentuh 4 

komponen tersebut.   

Salah satu tujuan program smart kampung adalah meningkatkan kualitas 

pelayanan publik di tingkat desa. Pelayanan umum adalah segala bentuk kegiatan 

pelayanan kepada umum yang dilaksanakan oleh pemerintah dipusat, di Daerah, dan 

dilingkungan BUMN/BUMD dalam bentuk barang dan jasa baik dalam upaya 

pemenuhan kebutuhan masyrakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Didalamnya termasuk tatalaksananya, tatakerjanya, 

prosedur kerjanya, sistem kerjanya, wewenangnya, biayanya, pemberi pelayanan, dan 

penerima pelayanan tersebut.102 Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik sangat 

bermanfaat dalam membentuk, meningkatkan, mempertahankan pelayanan publik. 

Lingkungan yang tepat untuk melaksanakan penyempurnaan kualitas secara 

berkesinambungan dengan didukung oleh pemerintah kabupaten, pemerintah desa 

                                                            
102 Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya (Bandung: Mandar Maju, 2008) 15 
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(implementor), pelanggan (masyarakat). Beberapa strategi meningkatkan kualitas 

pelayanan yaitu: kepemimpinan, pendidikan, perencanaan, review, komunikasi dan 

penghargaan atau pengakuan103. 

a. Kepemimpinan 

Strategi kualitas pemerintah harus inisiatif dan komitmen dari manajemen 

puncak. Manajemen puncak harus memimpin untuk meningkatkan kinerja 

kualitasnya. Menurut saya, kebijakan pemerintah tentang program smart kampung 

sudah memiliki kepemimpinan yang cukup baik karena berdasarkan data yang saya 

peroleh pemerintah kabupaten berkomitmen memfasilitasi jaringan dengan 

kerjasama antara desa dan telkom. Selain itu pemerintah desa memfasilitasi 

pelatihan bagi sumberdaya (staff IT dan operator smart kampung).  pemerintah desa 

juga berkomitmen memfasilitasi sarana prasarana smart kampung dan menyediakan 

staff yang mumpuni dan mahir IT. 

b. Pendidikan  

Semua personil dan karyawan operasional harus memperoleh pendidikan 

mengenai kualitas, pendidikannya meliputi: kualitas sebagai bisnis, alat dan teknik 

implementasi strateegi kualitas, dan peranan eksekutif dalam implementasi strategi 

kualitas. Sesuai yang sudah di paparkan diatas pendidikan karyawan di desa 

Kampung Anyar bisa dikatakan baik. Karyawannya mayoritas sarjana. 

c. Perencanaan 

Proses perencanaan strategi harus mencakup pengukuran dan tujuan kualitas 

yang dipergunakan dalam mengarahkan pemerintah untuk mencapai visinya.  

                                                            
103 Bambang Istianto, Manajemen Pemerintah dalam Perspektif Pelayanan Publik (jakarta: Mitra Wacana Media 
2011) 100 
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d. Review 

Proses review merupakan satu-satunya alat yang paling efektif bagi 

manajemen untuk mengubah perilaku organisasional. Proses ini merupakan suatu 

mekanisme yang menjamin adanya perhatian yang konstan dan terus-menerus 

untuk mencapai tujuan kualitas. Berdasarkan data yang di peroleh pemerintah desa 

selalu melakukan review atas program yang dijalankan. Misalnya selalu 

mengerahkan pegawai desa untuk blusukan agar keluhan diketahui dan dapat 

mencari solusi. 

e. Komunikasi  

Implementasi strategi kualitas dalam organisasi dipengaruhi oleh proses 

komunikasi dalam perusahaan. Komunikasi harus dilakukan dengan Pemerintah 

Desa, masyarakat, dan stakeholder lainnya. Pemerintah desa selalu meningkatkan 

komunikasi mengenai tata cara, prosedur dan lain-lain kepada masyarakat, dan 

mengkonfirmasi jika terjadi kesalahan dan keterlambatan dari pihak desa k 

masyarakat yang bersangkutan  

f. Penghargaan dan Pengakuan 

Penghargaan dan pengakuan merupakan aspek yang penting dalam 

implementasi strategi kualitas. Setiap karyawan yang berprestasi baik perlu diberi 

penghargaan dan prestasinya tersebut diakui. Dengan demikian dapat 

meningkatkan motivasi, moral kerja, rasa bangga, dan rasa kepemilikan.setiap 

orang dalam organisasi, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi besar 

bagi pemerintah, dan masyarakat yang dilayani. Untuk lebih meningkatkan 

pelaksana kebijakan perlu adanya penghargaan dan pemerintah banyuwangi selalu 
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mengadakan lomba smart kampung terbaik setiap tahunnya. Dan desa Kampung 

Anyar meraih penghargaan terbaik pada tahun 2016. 

Gambar 11 

Piagam Penghargaan Smart Kampung 

 

Sumber : Kantor Desa Kampung Anyar 

TABEL 7 

Strategi Peningkatan Pelayanan Publik 

No Variabel Indikator Penjelasan 

1 Kepemimpinan Komitmen Kades - Penyediaan sarana, prasarana dan 

infrastruktur 

- Desa yang memiliki dan lahan luas 

mampu menyediakan semua sarana 

dan prasarana penunjang 
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- Desa yang memiliki lahan dan 

kantor tidak begitu luas setidaknya 

menyediakan jaringan internet dan 

meja resepsionis 

Komitmen Pemda - Fasilitas kerjasama antara desa 

dengan telkom 

Anggaran - Desa mengalokasikan dalam 

APBdesa melalui ADD 

- Kabupaten menambah besaran ADD

2 SDM Petugas - Penyediaan resepsionis dan operator

- Resepsionis dan operator dapat 

berasal dari perangkat desa dan juga 

merekrut pegawai baru 

- Resepsionis dan operator yang 

mahir IT smart kampung 

Pelatihan - Pemda melakukan Pelatihan kepada 

operator terkait sistem yang 

digunakan dalam program Smart 

Kampung 

3 Aplikasi Kemudahan 

Penggunaan 

- Portal yang ada mudah digunakan 

  Kelengkapan 

aplikasi 

- Pada setiap menu pelayanan sudah 

menyediakan prosedur dan 

persyaratan pelayanan 
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- sudah terdapat pedoman 

pelaksanaan secara rinci tentang 

portal dan aplikasi yang terdapat 

pada program Smart Kampung 

  Integrasi data - Terintegrasi dengan data 

kependudukan  

- Sudah terintegrasi dengan data 

bantuan yang sudah didapat oleh 

desa 

4 Jaringan Penggunaan 

Jaringan 

- Jaringan PDE dari dishubkominfo 

- Jaringan internet fiber optik dari PT 

Telkom Indonesia 

- Desa membagi penggunaan jaringan 

yaitu untuk pelayanan dan juga 

untuk fasilitas WIFI warga 

  Kualitas jaringan - Jaringan PDE sering terjadi 

gangguan pada saat jam pelayanan 

atau menjadi lebih lambat 

- Jaringan internet fiber optik 

terkadang mengalami masalah 

jaringan 
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2. Faktor-Faktor yang Menghambat dan Mendukung dalam Rangka Implementasi 

Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart Kampung di Desa 

Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi.  

a. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam keberhasilan implementasi perbup no. 18 tahun 2016 

tentang integrasi pelayanan smart kampung di desa kampung anyar ada tiga yaitu: 

Pertama, sarana prasarana yang kurang memadai seperti tidak adanya tempat duduk 

dan ruang tunggu bagi warga disabilitas. Sesuai peraturan smart kampung yang 

ditetapkan yaitu menyediakan ruang terpisah antara warga disabilitas dengan warga 

normal, dengan tujuan menciptakan rasa nyaman dan aman bagi keduanya. Selain 

itu Pemerintah Desa belum menyediakan kotak saran untuk warga menuangkan 

saran dan kritik. 

Faktor kedua, yaitu seringkali terjadi gangguan jaringan wifi yang 

mengakibatkan terhentinya pelayanan dan semua kegiatan di desa. Faktor ketiga 

adalah lemahnya sosialisasi terhadap warga yang menyebabkan ketidak percayaan 

dan apatis terhadap program yang di gagas pemerintah. 

b. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam keberhasilan implementasi perbup no. 18 tahun 

2016 tentang integrasi pelayanan smart kampung di desa kampung anyar ada 4 

yaitu:  Pertama dari segi kepemimpinan, dalam program smart kampung adanya 

komitmen Kepala Desa dalam menyediakan sarana dan prasarana dan komitmen 

Pemerintah Kabupaten dalam memfasilitasi pelatihan dan bekerja sama antara desa 

dengan telkom untuk mendapatkan jaringan. Kedua dari segi sumberdaya, adanya 

antusias pemerintah desa dan masyarakat dalam mewujudkan smart kampung. dan 

adanya pegawai (staff IT dan operator) yang mahir IT. 
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Ketiga dalam segi aplikasi yang sudah terintegrasi dengan data kependudukan 

dan terintegrasi dengan instansi lain. Keempat dalam segi jaringan yang diperoleh 

oleh dishubkominfo untuk warga yang ingin mengakses kebutuhan di Kantor desa, 

jaringan fiber opti dari PT Telkom Indonesia untuk perangkat desa dalam 

mengoprasikan aplikasi dan untuk kebutuhan desa. 
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D. HASIL TEMUAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap implementasi program smart 

kampung di Desa Kampung anyar yaitu sebagai berikut: 

Tabel 8 

Implementasi dan yang Mempengaruhi 

No Variabel Indikator Penjelasan 

1 Komunikasi Pemdes - Meningkatkan 

komunikasi dengan 

warga desa tentang 

prosedur program 

smart kampung 

- Adanya komunikasi 

dengan warga desa 

jika terjadi 

keterlambatan 

penyelesaian 

2 Sumber Daya SDM - SDM yang cukup 

memadai (Mahir IT) 

Finansial - Adanya sarana dan 

prasarana 

3 Disposisi Implementor  - Baik, jujur, ramah  

4 Struktur Birokrasi  - Adanya struktur 

yang mengatur tugas 

dan fungsi masing-

masing staff desa. 
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Berdasarkan hasil temuan yang dilakukan terhadap faktor penghambat 

implementasi program smart kampung di desa kampung anyar yaitu sebagai berikut: 

Tabel 9 

Faktor Penghambat  

No Kendala Indikator Penjelasan 

1 SDM yang Tidak 

Memadai 

Sarana Prasaran - Ruang tunggu dan tempat duduk 

bagi disabilitas (Masih di 

usahakan) 

- Rencana renovasi ruangan 

- Media kotak saran (Masih 

diusahakan) 

Jaringan (waktu 

penyelesaian) 

- Adanya komunikasi dari pihak 

desa dengan warga yang 

bersangkutan 

- Adanya aplikasi offline 

2 Masalah Publik yang 

Tidak Dapat 

Diselesaikan 

Warga awam - Masih belum ada penyelesaian 

Adanya ketidak 

percayaan 

masyarakat 

terhadap 

Pemerintah Desa 

- Masih belum ada penyelesaian 

 

 

 

 

3 Masalah  disebabkan 

Banyak Faktor, 

Aplikasi Offline - Hanya mengatasi data desa 
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Tetapi Hanya 

Mengatasi Satu 

Faktor 

- Tidak dapat terhubung dengan 

data di kecamatan dan di 

dispendukcapil 

4 

 

Cara Implementasi 

yang tidak tepat 

 

Tidak ada masalah  

5 Cara menanggapi 

kebijakan yang dapat 

mengurangi dampak 

yang diingikan 

Tidak ada masalah  

6 Tujuan-tujuan 

kebijakan tidak 

sebanding, bahkan 

bertentangan satu 

sama lain 

Tidak ada masalah  

7 Biaya yang 

dikeluarkan jauh 

lebih besar dari 

masalahnya 

 

Tidak ada masalah  

8 Timbul masalah baru 

sehingga mendorong 

pengalihan perhatian 

tindakan 

Tidak ada masalah  
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9 Sifat dari masalah 

yang akan 

dipecahkan 

 

Tidak ada masalah  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, secara umum dapat disimpulkan 

bahwa proses implementasi Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan 

Smart Kampung di desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 

telah dilaksanakan sesuai dengan standard aturan yang ditetapkan yaitu petunjuk 

pelaksanaan dan petunjuk teknisnya. Keseluruhan tahapan-tahapan sudah sesuai dengan 

standar aturan. 

1. Dalam pengimplementasian Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan 

Smart Kampung di desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi 

secara pelaksanaan sudah cukup baik. Meskipun demikian selama pelaksanaan 

kebijakan pemerintah masih terjadi hal-hal yang belum sesuai dengan harapan, 

sehingga hasil yang diperoleh pun juga belum bisa maksimal. Ini disebabkan karena 

beberapa hal diluar kemampuan pemerintah desa. Diantaranya adalah adanya 

keterbatasan warga untuk ikut serta dalam mewujudkan program smart kampung 

(orang awam yang apatis), telah menyebabkan pelayanan tidak sampai ke semua lini 

masyarakat. Demikian juga dengan munculnya berbagai hambatan juga diidentifikasi 

sebagai faktor yang menjadikan proses implementasi belum memperoleh hasil 

maksimal.  

2. Dari hasil penelitian tentang pengimplementasian Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang 

Integrasi Pelayanan Smart Kampung di desa Kampung Anyar Kecamatan Glagah 

Kabupaten terdapat beberapa faktor mendukung dari implementasi program smart 

kampung. Dalam meningkatkan pelayanan di tingkat desa menyebutkan bahwa ada 
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beberapa hal yang mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pemerintah 

sebagai berikut: 

a. Komunikasi yang baik akan berdampak besar terhadap implementasi kebijakan, 

seperti halnya dalam implementasi program smart kampung yang komunikasinya 

cukup baik. misalnya dalam segi komuikasi antara pemerintah desa dengan 

masyarakat desa tentang prosedur program (sosialisasi). Dan adaya komunikasi jika 

terjadi keterlambatan dalam penyelesaian dengan yang bersangkutan. 

b. Sumberdaya sangat menunjang terimplementasinya kebijakan. Misalnya di Desa 

kampung anyar sudah mempunyai staff desa atau resepsionis da operator desa yag 

mahir IT karena adanya pelatihan yang difasilitasi oleh pemerintah Banyuwangi. 

Sumberdaya finansialnya juga sudah cukup memadai seperti menyediakan 

beberapa fasilitas yang menunjang terimplemetasinya smart kampung di Desa 

Kampung Anyar, dan adanya masyarakat yang sangat antusias dalam megujudkan 

program smart kampung. 

c. Disposisi adalah sifat atau karakteristik implemetor yang baik, dan staff desa 

sebagai implemetor juga sudah mempunyai sifat baik, jujur, dan ramah. 

d. Di Kantor Desa Kampung Anyar sudah dilengkapi sturktur organisasi yang 

mengatur tugas fungsi masing-masing staff desa. 

3. Untuk mewujudkan kebijakan tidak lepas dari hambatan-hambatan yang membuat 

Peraturan Pemerintah tidak terlaksana dengan baik. Namun kebijakan akan tetap 

mencapai tujuan dan mendapatkan hasil, jika Pemerintah memikirkan bagaimana cara 

penyelesaian masalah, keluhan, dan hambatan. Seperti yang diuraikan diatas penulis 

menemukan hambatan-hambatan Implementasi Perbup No.18 Tahun 2016 Tentang 
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Integrasi Pelayanan Smart Kampung, dan penulis menemukan beberapa 

penyelesaiannya sebagai berikut:  

a. Sarana prasarana yang kurang memadai seperti belum adanya kotak saran. Selama 

kotak saran masih diusahakan Pemerintah Desa menginisiasi denga caraa 

mengerahkan Kepala Dusun, dan RT untuk blusukan ke masyarakat untuk 

mengetahui keluhan masyarakat. 

b. Ketidak percayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa dan apatisnya masyarakat 

terhadap kebijakan Pemerintah. Untuk mengatasi hambatan tersebut Pemerintah 

Desa meningkatkan sosialisasi ke masyarakat, seperti mengerahkan Kepala Dusun 

dan RT untuk lebih meningkatkan sosialisasi tentang prosedur dan tata cara 

pelaksana smart kampung terhadap masyarakat. Selain itu Pemerintah Desa 

memperbanyak dan memperbaharui media informasi tseperti memperbanyak dan 

memperbaharui baliho.  

c. Waktu penyelesian yang terkadang lambat akibat terganggunya jaringan. 

Pemerintah Desa selalu mengonfirmasikan terhadap warga yang mengalami 

keterlambatan penyelesaian pelayanan. selain itu Pemerintah Desa meluncurkan 

aplikasi offline yaitu SIMDES, untuk meminimalisir hambatan tersebut. jadi 

Pemerintah Desa tetap bisa melayani masyarakat pada saat terjadi gangguan kecuali 

pelayanan yang terintegrasi dengan instansi lain. 

4. Selain implementasi kebijakan yang cukup baik di desa kampung anyar juga berhasil 

meningkatkan kualitas pelayanan publik, keberhasilan itu bisa diukur dari beberapa 

hal sebagai berikut: 
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a. Kebijakan yang idel dalam meningkatkan pelayanan hingga ke level desa dapat 

merangsang pihak yang menjadi sasaran kebijakan untuk ikut serta mewujudkan 

kebijakan pemerintah sesuai yang diharapkan. 

b. Komitmen desa yang sanggup menyediakan sarana dan prasarana, desa yang 

memiliki kantor dan lahan yang luas mampu menyediakan semua sarana dan 

prasarana penunjang. Misalnya ada nya ruang tunggu dan tempat duduk yang 

memadai, namun demikian masih belum adanya ruang tunggu untuk warga 

penyandang disabilitas. Adanya media massa untuk menginformasikan prosedur 

atau tata cara pelaksanaan program seperti (TV, Koran, Baliho, dan Papan 

pengumuman), selain itu masih belum adanya kotak saran untuk menampung 

keluhan masyrakat. Adanya kerja sama dengan telkom untuk memperlancar 

jaringan, dengan anggaran yang dialokasikan dalam APBDes melalu ADD. Dan 

adanya aplikasi yang terintegrasi dengan data kependudukan dan terintegrasi 

dengan instansi lain (Kecamatan, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) 

c. Waktu penyelesaian yang sangat cepat dapat mempengaruhi keberhasilan 

pengimplementasian program smart kampung. Program smart kampung yang 

berbasis teknologi sangat membantu terselesainya pelayanan tepat waktu dan cepat, 

di desa Kampung Anyar waktu penyelesaianya sudah sesuai dengan aturan yang 

ditetapkan. Namun masih ada kendala dalam kualitas jaringan yang sering 

mengalami gangguan pada saat jam pelayanan sehingga menjadi lambat 

penyelesaiannya. 

d. Ekonomis dalam pembiayaan pelayanan salah satu yang diterapkan oleh 

Pemerintah Desa. Semua pelayanan di Desa tidak dipungut biaya (gratis), meskipun 
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Pemerintah Desa memakai Jasa Pos untuk mengantar surat yang sudah selesai ke 

rumah warga. 

B. Saran 

Sejumlah saran diajukan untuk melengakapi hasil penelitian, sekiranya dapat 

bermanfaat untuk koreksi peran Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan: 

1. Dengan adanya Perbup No. 18 Tahun 2016 Tentang Integrasi Pelayanan Smart 

Kampung yang menjadikan Pemerintah Desa sebagai pelaksana kebijakan dan kantor 

desa sebagai pusat pelayanan masyrakat. Komitmen Pemerintah Desa sangat 

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Jadi seyogyanya dukungan 

Pemerintah Desa terhadap sarana dan prasarana yang belum memadai segera 

terealisasi. Dan adanya meningkatkan strategi pelayanan seperti memfasilitasi 

penyediaan jaringan internet yang lebih kuat dan tidak sering terjadi gangguan. 

Meningkatkan strategi pelaksanaan kebijakan seperti mengembangkan informasi atau 

sosialisasi kebijakan terhadap masyarakat, Agar ketidak percayaan dan sifat apatis warga 

teratasi. 
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